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ا = a ز = Z ق = q 
ب = b س = S ك = k 
ت = t ش = Sy ل = l 
ث = s\ ص = S{ م = m 
ج = j ض = d} ن = n 
ح = h} ط = t} و = w 
خ = kh ظ = Z{ ه = h 
د = d ع = ‘ ء = , 
ذ = z\| غ = G ة = h/tS 
ر = r ف = F ى = Y 
Tanda "ma>d " (panjang) pada huruf illat dilambangkan sebagai 
berikut: 
a>  = a panjang 
i>   = i panjang 
u>  = u panjang 
Partikel لا ditulis " al " li al-ta'ri>f, ditulis terpisah dari kata dasarnya 
dan disertai tanda sempang " – ", tanpa membedakan antara yang 
diikuti oleh huruf syamsiyyah dan huruf qamariyyah, misalnya: 
ىَدُهَْلا        = al-huda> 
 َنْيِمَلاَعْلا ِّبَر = rabb al-'a>lami>n   
 ُساـَّنـَلا    = al-na>s 
Untuk  ْوَا ditulis dengan au , misalnya: 
 ِطَسْوَا ْنِم   = min ausat}  
Untuk  ْىَا ditulis dengan ai , misalnya: 
  رـْيـط    = t}airun 
Khusus lafal  ُ ـّـلَلا , partikel لا tidak ditulis al, tetapi tetap ditulis Allah, 
misalnya:   
 ِ ّـللا ُدْبَع   = 'abd-Allah  
 ِ ّـللا ِلْيِبَس  = sabîl- Allah, dan sebagainya  
Adapun ta' marbût}ah ( ةـ ) pada akhir kata ditulis; 
a. dengan h}arakah  = t; contoh  al-s}ala>tu    =  ُةَلاـَّصَلا 
b. dengan sukun     = h; contoh  al-jannah  =  ْةـَّنَجَْلا 
Adapun ta>' marb-t}ah ( ةــ ) pada nama orang, nama aliran, dan 
nama-nama lainnya yang sudah dikenal di Indonesia, maka ditulis 
dengan h, misalnya: Nur Hidayah, Asy'a>riyyah, Mu'tazilah, Ibnu 
Taymiyyah, dan sebagainya. 
Adapun tulisan khusus kata "Alquran" ditulis al-Qur'an, kecuali bila 
ditransliterasi dari bahasa aslinya (Arab), ditulis al-Qur'a>n, misalnya: 
 
 ُمْـِيرَكَْلا ُنآْرـُقَْلا  = al-Qur'a>n al-Kari>m 
 










swt.  = subh}a>nahu> wa ta'a>la> 
saw.  = s}alla>-Allah 'alaih wa sallam 
a.s.   = 'alaih al-sala>m 
H   = Hijrah 
M   = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.   = lahir 
w.   = wafat 
QS … […]:4 = Quran, Surah, …, ayat 4 
h.   = halaman 
t.p.   = tanpa penerbit 
t.t.p.  = tanpa tempat penerbit 
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KATA  PENGANTAR 
 
 ماركلا  بحص و  لآ ىلع و نيملاعلل ةمحر ثوعبملا  لوسر ىلع ملاسلاو ةلاصلاو لله دمحلا 
مانلأا ريخ ةنس اوعبتاو ميركلا نآرقلاب اودتها نيذلا نيقتملا نم مهللا انلعجا و.  
 
Syukur alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah swt., 
karena taufik dan hidayat-Nya lah sehingga buku  yang berjudul 
“Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’iy”  ini dapat diselesaikan 
memenuhi harapan para pembaca, terrutama terhadap para Pencinta 
Ilmu-ilmu Sumber Islam. 
Kehadiran buku ini di tengah-tengah masyarakat pembaca 
khususnya para peminat pengkajian sumber Islam (al-Qur’an dan al-
Hadis) diharapkan membawa manfaat sebesar-besarnya, mengingat 
semangat dan kesadaran mengkaji Alquran semakin besar dan luas, 
tidak hanya dalam lingkungan internal tetapi juga eksternal. Hal 
tersebut menuntut perlunya sebuah buku khusus menjelaskan tatacara 
meneliti Alquran secara tematis. Dalam kaitan ini buku disusun 
sedemikian mudah, sederhana dan sistematis mengikuti rencana 
perkuliahan Metodologi Tafsir baik pada tingkat Sarjana ataupun 
Pascasarjana. Disadari bahwa materi yang disajikan masih 
memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama di dalamnya termuat 
gagasan yang mungkin dipandang baru, tetapi pada dasarnya unsur 
lama dalam perwajahan baru untuk memudahkan pemahaman dan 
memenuhi perkembangan pemikiran ilmiah yang diakui masyarakat 
ilmiah. 
Namun demikian dalam keterbatasannya diharapkan gagasan 
menjadikan pengetahuan Tafsir Alquran  menjadi sebuah disiplin 
ilmu sejajar dengan disiplin ilmu lainnya dengan hadirnya konsep 
metodologi penelitian tafsir yang secara teoretis dan konkrit dalam 
panggung dunia ilmiah. Pada sisi lain dalam keterbatasannya, karya 
ini diharapkan pula dapat mengisi kekurangan literatur khususnya 
dalam kajian Metodologi  Tafsir serta menjadi jejak yang diikuti     
oleh para dosen muda. Dengan begitu semakin berkembang pula 
karya-karya yang mendasari visi UIN Alauddin sebagai pusat 
peradaban Islami yang menyinergikan ilmu dan agama yang hanya 
mungkin tercapai melalui pengkajian Alquran secara kaffah, 
mencakup seluruh aspek ajaran yang ada di dalamnya.   
Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum Tahun 2007 Program 
Sarjana (S1) dengan memperhatikan kepentingan yang berkaitan 
keragaman program studi yang ada dalam lingkungan UIN Alauddin. 
Khusus untuk Program Pascasarjana (S2 dan S3) UIN Alauddin maka 
buku menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut baik secara 
teoretis ataupun praktis penelitian tafsir. Pada sisi lain, buku ini 
  vi 
dimaksudkan pula bagi masyarakat peminat ilmu tafsir dan penelitian 
tafsir.  
Kiranya tidak berlebihan jika dikemukakan bahwa lahirnya 
buku ini, pada hakekatnya, sebagai salah satu usaha sungguh-sungguh 
dalam merekonstruksi arah pemahaman metodologi penafsiran al-
Qur’an secara utuh, dengan tujuan agar: 1) pemahaman tatacara 
menafsirkan al-Qur’an secara sistematis dan mudah dapat terwujud; 
2) pelajar dan peminat tafsir dapat mengidentifikasi dan 
mengevaluasi metode tafsir yang diterapkan oleh para mufasir dalam 
menyusun karya mereka; dan 3) para pelajar dan peminat dapat 
menggunakan metode-metode penafsiran Alquran untuk 
menghasilkan karya yang memperkaya khazanah peradaban Islam 
berbasis qurani. Secara lebih khusus lagi dari peserta Program 
Pascasarjana  diharapkan mampu menggali dan mengungkapkan 
konsep-konsep metodologi tafsir dari sumber Islam (al-Qur’an dan al-
Hadis), mampu mengungkapkan metode-metode tafsir terapan dari 
kitab-kitab tafsir yang ada dan menilai metode tersebut dengan 
kriteria standar, serta mampu menerapkan metode-metode tafsir 
dalam penulisan karya tafsir, seperti lahirnya bermacam-macam buku 
tafsir dengan metode yang beraneka ragam sejak dulu dan lebih 
memperkaya khazanah peradaban Islam seperti telihat pada 
kenyataan kitab-kitab tafsir yang memenuhi perpustakaan. 
Kitab-kitab itu merupakan bukti nyata yang menunjukkan 
betapa tingginya semangat dan besarnya perhatian para ulama untuk 
menggali dan memahami makna-makna yang terkandung dalam al-
Qur’an. Para ulama telah menulis dan mempersembahkan karya-karya 
mereka di bidang tafsir, serta menjelaskan metode-metode yang 
digunakan oleh masing-masing tokoh penafsir. Dengan begitu 
semangat dan kesadaran makin berkembang mengisi dan menjadikan 
abad ini sebagai abad Qurani. 
Dirasakan bahwa karya sederhana ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, saran-saran yang bermaksud untuk 
lebih menyempurnakan isi buku ini sangat diharapkan dan 
insya’Allah akan dipertimbangkan dalam penerbitan selanjutnya. 
Semoga buku ini dapat menjadi media penyebar ilmu 
pengetahuan sekaligus dapat membantu para pembaca dalam 
melestarikan kelanjutan penyebaran misi yang diemban Rasulullah 
saw. yang kemudian dilanjutkan para sahabat-sahabatnya serta 
mewujudkan jati diri sebagai warasatul al-anbiya’, serta menjadi  
amal jariah para penulisnya. Amin 
 
Makassar, Agustus 2012  
Tim penulis,  
              
Abd. Muin Salim 
Mardan 
Achmad Abubakar 
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A. Latar Belakang Masalah 
Al-Qur'an yang berada di tengah-tengah manusia dewasa ini, telah diyakini 
bahwa ia tidak berbeda sedikit pun dengan al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi 
Muhammad saw. 15 abad yang lalu. Hakekat ini tidak hanya diakui oleh umat 
Islam, tetapi juga oleh para orientalis yang objektif, walaupun tidak sedikit di 
antara mereka yang selalu berusaha mencari kelemahan-kelemahan al-Qur'an.
1
  
Kesepakatan tentang hal di atas, tidak hanya menjadikan al-Qur'an 
menduduki posisi sentral (central position) dalam studi Islam (Islamic studies), 
tetapi juga menyentuh kehidupan manusia secara ka>ffah; tidak hanya untuk 
dipahami kandungannya yang bersifat universal, tetapi juga kehadirannya untuk 
mengubah realitas sosial duniawi ke arah yang lebih berkualitas dan damai; tidak 
hanya sebagai kitab sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembawa 
berita gembira dan penyejuk kalbu; tidak hanya menjunjung tinggi akal, tetapi 
juga mengedepankan rasa (z\au>q) secara seimbang; dan tidak hanya bersifat 
normatif-teoritis, tetapi juga memotivasi pada hal-hal yang bersifat praksis yang 




                                                 
1 'Abd-al-H}ali>m Mah}mu>d, al-Tafsi>r fi> al-Isla>m,  (Baer-t: Da>r al-Fikr, 2002), h.14. 
2 Lihat Hassan Hanafi, Islam in The Modern World: Religion, Idiology, and Development, 
Vol. I, Cairo: Dar Kebaa Bookshop, 2000), h.484-485. 
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Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mempunyai beberapa fungsi. Di 
antaranya adalah hudan3 (petunjuk), yakni petunjuk ke jalan yang benar, menuju 
kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat,
4
 dan furqa>n5 (pembeda), yakni ia 
menjadi tolok ukur dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan, termasuk dalam 
penerimaan dan penolakan (receive and denial) apa yang dinisbahkan kepada 
Nabi Muhammad saw.
6
 Sejalan dengan fungsi tersebut, al-Qur'an mengajarkan 
sejumlah nilai, norma, sifat, dan tindakan (action) yang bersifat universal, yang 
dapat mengantar manusia untuk mencapai kualitas hidup mereka yang 
bermartabat lagi mulia. Nilai-nilai universal tersebut hanya dapat diperoleh bila 
disertai dengan usaha sungguh-sungguh (al-sa'yu) dalam melakukan pengkajian 
dan pengelaborasian atas kandungan al-Qur'an, baik melalui untaian ayat, klausa, 
frasa, dan kosakata-kosakatanya, seperti halnya kosakata musya>warah  yang 
menjadi topik utama penelitian ini. 
Musya>warah dengan seluruh derivasinya digunakan dalam al-Qur’an 
sebanyak 3 (tiga) kali, yakni: QS al-Baqarah/2233; QS A<lu ‘Imra>n/3:159; dan QS 
al-Syu>ra’/42:38. Dari sini, hampir semua mufasir bersepakat bahwa perkataan 
syu>ra’  dalam tiga ayat di atas, mengandung makna “saling bertukar pendapat 
dan berembuk untuk menetapkan langkah yang terbaik bagi kemaslahatan 
bersama. Hal-hal yang dapat dimusyawarahkan hanya terbatas pada persoalan 
duniawi, bukan selainnya, terutama pada soal-soal akidah dan ibadah. Namun, 
                                                 
3
Lihat misalnya, QS al-Baqarah (2): 2. 
4 Al-Ra>gib al-As}faha>ni> (w.502 H), Mu'jam Mufrada>t Alfa>z al-Qur'a>n, di-tah}qi>q oleh 
S}afwa>n 'Adna>n Da>wu>di>, (Cet.III; Baer-t: al-Da>r al-Sya>miyyah, 1423 H/2002 M), h.836. 
5 Lihat misalnya, QS al-Baqarah (2): 185. 
6 Lihat Rif'at Fauzi 'Abd al-Mut}t}alib, Taus|i>q al-Sunnah fi> al-Qarn al-S|a>ni>, (Mis}r: al-
Khanji, 1989), h.289. 
3 
 
perihal metode penerapan, hikmah dan berbagai tujuan praktis dari akidah dan 
ibadah, semuanya masih termasuk dalam wilayah musyawarah.
7
 
Menurut Syekh Muhammad ‘Abduh, istilah syu>ra’  pada tiga ayat dalam al-
Qur’an tersebut, berkaitan erat dengan soal-soal politik, taktik, dan strategi 
dalam menghadapi persoalan negara dan masyarakat. Sehubungan dengan hal 
tersebut, musyawarah sangat diperlukan, karena pendapat orang banyak  lebih 
kecil kemungkinannya untuk salah ketimbang pendapat perorangan. Bagi 
‘Abduh, melaksanakan hasil musyawarah jauh lebih baik dan lebih produktif  
daripada  melaksanakan pendapat seorang pemimpin. Dalam pada itu, Rasulullah 




Mufasir yang paling tegas mengaitkan persoalan demokrasi dengan politik 
pemerintahan adalah al-Ima>m al-Zamakhsyari>. Beliau mengutip sebuah riwayat 
bahwa Rasulullah saw. Telah memberi peluang kepada umat manusia untuk 
bermusyawarah mengenai soal pemerintahan sepeninggalnya. Sehubungan 
dengan hal tersebut, seorang mufasir modern, yakni Mohammad ‘Asad, telah 
menjelaskan lebih jauh lagi bahwa ayat-ayat musyawarah telah menunjukkan 
secara tegas ajaran Islam tentang perlunya pembentukan Negara dan 
pemerintahan berdasarkan musyawarah atau demokrasi. 
Kedudukan Muhammad saw. sebagai nabi dan rasul, pada hakekatnya, 
bukan produk musyawarah, meskipun Muhammad saw. sebagai kepala negara di 
Madinah adalah hasil musyawarah. Musyawarah yang dimaksud terakhir ini, 
                                                 
7 Prof.Dr. Hamka Haq, M.A.,  Islam: Rahmah untuk Bangsa  (Cet.I; Jakarta: Penerbit 
RMBooks, 2009), h.256. 
8 Syaikh Muh}ammad ‘Abduh, Tafsi>r al-Mana>r,  Juz IV,  (Cet.III; Cairo-Mesir: al-
Maktabah al-Syuruq, 2007), h.199-200.  
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berlangsung dua kali, yakni di Aqabah yang berlangsung di pinggir Kota Mekah 
sebelum hijrah. Mereka yang ikut dalam musyawarah itu adalah delegasi dari 
masyarakat Yatsrib (nama kota sebelum menjadi Madinah), yang pesertanya 
tidak semuanya Muslim. Bahkan, Abbas, paman Nabi saw., yang ikut mengawasi 
jalannya musyawarah perjanjian (semacam kontrak sosial), itu masih tetap 
menganut kepercayaan leluhurnya. 
Dalam pada itu, praktik musyawarah telah mewarnai interaksi sosial sejak 
awal, yakni ketika utusan dari masyarakat Yatsrib  itu mengundang Nabi menjadi 
h}akam  (referensi hukum dan kebijakan eksekutif) di kalangan mereka di Yatsrib. 
Tradisi tersebut telah dijalankan oleh Nabi saw., ketika dirinya kemudian 
memimpin negara Madinah. Dari sini terlihat bahwa musyawarah sebagai wujud 
nyata dari demokrasi mempunyai dasar yang kuat dalam sejarah Islam. Mufasir 
memahaminya sebagai ajaran pokok dalam Islam. Untuk pemerintahan dan 
negara. Di samping 3 ayat di atas,  masih ditemukan juga sejumlah riwayat dari 
Rasulullah yang menganjurkannya. Al-Zamakhsyari> dalam uraian tafsirnya,  juga 
mengutip hadis yag berbunyi:  ma> tasya>wara qawumun qath,  illa> hadawu li 
arsyadi amrihim (tiadalah bermusyawarah suatu kaum, kecuali ditunjukkan solusi 
cerdas bagi urusan mereka). Akan tetapi yang paling masyhur di antara sekian 
hadis mengenai musyawarah ini adalah hadi s al-Ima>m al-Turmu>zi> dari Abu 
Hurairah, yang berbunyi: ma ra’aytu ahada aktsara musyawarah li ashabi min 
Rasulillah (tak pernah aku melihat seorang yang lebih banyak  bermusyawarah 
bersama sahabat-sahabatnya  ketimbang Rasulullah). 
Dalam al-Qur’an tidak ditemukan satu pun ayat yang mengatur secara 
teknis tentang sistem pelaksanaan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa 
sistem dan teknis pelaksanaan musyawarah diserahkan kepada umat manusia 
5 
 
sesuai dengan kondisi dan zamannya masing-masing. Akan tetapi tidak dapat 
diingkari bahwa musyawarah memang pernah terlaksana dalam sejarah politik 
umat Islam, yang harus diungkap dengan menelusuri sejarah awal perkembangan 
politik umat Islam, khususnya pada zaman Nabi Muhammad saw. beserta pada 
zaman sahabat Nabi saw. 
Rasulullah saw. bisa saja mengambil keputusan tanpa musyawarah, sebab 
setiap saat beliau  memperoleh bimbingan transedental dari Allah swt. tetapi 
kapasitasnya sebagai nabi penerima wahyu, tidak menghalanginya untuk 
melaksanakan musyawarah bersama sahabat-sahabatnya, karena musyawarah 
dalam mengadapi persoalan adalah perintah langsung dari Allah yang termaktub 
dalam al-Qur’an (QS A<lu ‘Imra>n/3:159). 
Sejumlah alasan dikemukakan oleh ulama mengapa Rasulullah saw. 
menganggap penting pelaksanaan musyawarah dalam mengahadapi segala 
urusan. Musyawarah bagi Rasulullah saw.  dapat ditafsirkan sebagai bentuk 
pemberian dukungan moral kepadanya dalam melakukan sesuatu, sebab setiap 
sahabat yang ikut dalam musyawarah pasti akan turut bertanggung jawab 
sepenuhnya dalam melaksanakan dan menyukseskan putusan-putusannya. Dalam 
pada itu, tujuan musyawarah Rasulullah adalah  untuk mengetahui pendapat 
mana yang memperoleh dukungan secara luas untuk diamalkan bersama. Selain 
itu, ia juga bakal menjadi sunnah yang akan ditiru dan dijadikan rujukan oleh 
umatnya dikemudian hari.
9
 Ini berarti bahwa musyawarah sebagai prototipe 
demokrasi akan dikembangkan dalam sistem kenegaraan sepeninggal Rasulullah 
saw. 
                                                 
9 Muhammad Jalal Syaraf,  Al-Fikr al-Siya>si>  fi> al-Isla>m  (Cet.II; Iskandariyah: Da> al-
Jam’iyat, 1997), h.70. 
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Sadar akan pentingnya musyawarah dalam kehidupan berumah tangga, 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga Rasulullah saw. 
memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk melanjutkan pelaksanaan musyawarah 
ini dalam setiap urusan. Ini terlihat pada keempat khalifah dari al-Khulafa >’ al-
Ra>syidu>n, masing-masing memperaktekkannya tradisi Rasulullah saw. itu dalam 
menjalankan pemerintahan mereka, bahkan tradisi tersebut berlanjut, meskipun 
terbatas, sampai ketika pemerintahan Islam beralih menjadi sistem monarki. 
Khalifah-khalifah Islam mengajak para pembesar dan amir  (panglima) kerajaan 
untuk bermusyawarah dalam urusan kenegaraan. Malah secara formal di 
Andalusia (Spanyol Islam)  terdapat semacam Majlis Syura’ yang menghimpun 
aspirasi para pembesar dan amir  kerajaan. 
Pada era kepemimpinan Rasulullah saw., terdapat sejumlah model 
pelaksanaan musyawarah, di antaranya adalah Piagam Madinah, yang merupakan 
prestasi brilian yang monumental dalam sejarah kenegaraan di Madinah. Betapa 
tidak, untuk menyusun Piagam Madinah, di samping melibatkan golongan Islam 
Anshar dan Muhajirin, Nabi Muhammad saw., juga melibatkan kabilah-kabilah  
umat agama lain. Dalam kasus ini, Nabi saw. sangat memperhatikan aspirasi 
setiap golongan, etnis, dan agama yang bermukim di Madinah, sepanjang hal itu 
memberi keuntungan bersama. Di sini, Nabi Muhammad saw.  memperlihatkan 
betapa perlunya mengakui dan menghargai eksistensi dan hak-hak golongan lain, 




                                                 
10 W. Montgomery Watt,  Muhammad at Madinah  (Second Publishing; Oxford: Oxford 
University Press, 1972), h.221-228. 
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Musya>warah, secara leksikal,11 bermakna “segala sesuatu yang dapat 
diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat)”.12 Juga berarti 
“mengatakan atau mengajukan sesuatu”.13 Kata ini pada dasarnya hanya bisa 
digunakan pada hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya “madu” , 
yakni  mengeluarkan madu dari sarang lebah.
14
 
Madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, 
sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya madu dicari di mana pun 
dan oleh siapa pun. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang 
bermusyawarah mesti bagaikan lebah, yakni: makhluk yang sangat berdisiplin, 
kerjasamanya mengagumkan, makanannya cuma dari yang baik-baik (halal), bila 
hinggap pada satu dahan tidak pernah merusak, dan hasilnya madu, ia tidak 
pernah mengganggu kecuali diganggu, bahkan sengatannya pun dapat menjadi 
obat. Demikian itulah makna musyawarah, dan demikian pula sifat yang 
seharusnya disandang orang yang bermusyawarah.  Tidak mengherankan, bila 
Nabi saw. menyamakan seorang mukmin dengan lebah. 
Menurut al-Ra>gib al-Asfaha>ni>, bentuk kata al-musya>warah  berasal dari 
akar kata sya>wurin,  yang secara leksikal berarti, “sesuatu yang tampak jelas”, 
yakni: mengumpulkan pendapat berdasarkan pandangan antar kelompok sehingga 
sesuatu menjadi jelas. Nilai-nilai tersebut menjadi pantulan dari keyakinan 
                                                 
11 Lihat Abi al-Husayn Ahmad bin Fâris bin Zakariya’.  Mu’jam Maqâyis al-Lughât, di-
tahqîq  oleh ‘Abd al-Salam Muhammad Haris,  (Cet.II; Mesir: Mushthafa’ al-Bâb al-Halabi wa 
Awulâduhu’, 2007), h.541. 
12
 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, h.966-967. 
13
 Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufrada>t fi Gari>b al-Qur’a>n, h. 372-373. 
14
 Lihat >, ibid. 
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hidupnya dan merupakan pendorong utama baginya dalam mengambil keputusan 
dari berbagai pemikiran dan pertimbangan.
15
 
Nilai-nilai transedental itu adalah sesuatu yang paling bermakna dalam 
pandangan setiap orang, sebab diyakini sebagai bagian dari wahana capaian 
rahmat dari yang Maha Penyayang. Oleh karena itu, ia tidak mengherankan, jika 
ada orang atau kalangan tertentu, yang rela mengorbankan sesuatu yang paling 




Sehubungan dengan nilai dimaksud di atas, sejak 15 abad yang silam, al-
Qur’an hadir di tengah-tengah masyarakat dunia yang sarat dengan konsep-
konsep nilai. Al-Qur’an dengan berbagai konsepnya mengajarkan kepada 
manusia bahwa kemajuan hanya bisa dicapai dalam hidup melalui kerja keras 
bersama dan mengedepankan kebersamaan, yang apabila menghadapi suatu 
masalah maka seharusnya diselesaikan  bersama melalui prinsip-prinsip  
musya>warah. Salah satu konsep al-Qur’an yang sarat dengan konsep perintah 
untuk kemajuan itu adalah mendorong penganutnya untuk menegakkan prinsip-
prinsip  musya>warah,  baik dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, 
maupun dalam berbangsa dan bernegara. 
Dalam pada itu, Nabi Muhammad saw., sebagai manusia pertama 
menerima tugas Qur’a>ni,  mengajak umat manusia untuk bangkit dari 
keterpurukan dengan bekerja keras serta memiliki etos kerja yang tinggi melawan 
kemalasan dan penyerahan diri kepada berhala, serta mengedepankan dan 
                                                 
15 Taufik Abdullah (ed.),  Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi,  (Jakarta: 
LP3ES, Yayasan Obor, 1993), h.38. 
16 Jeff and Katherine A. Lawrence DeGraft,  Creativity at Work,  (San Francisco: John 
Wiley & Sons, Inc., 2002), h.183. 
9 
 
mengamalkan prinsip musya>warah dalam al-Qur’an terutama setiap menghadapi 
problem baik dalam hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, beragama, 
dan bernegara (QS al-Baqarah/2:233 dan QS A<li ‘Imra>n/3:159).   
Pemahaman  tentang musya>warah  agaknya  mengalami perkembangan dari 
masa ke masa.  Demikian pula pemahaman dan persepsi orang  tentang istilah  
yang padat makna senantiasa mengalami  evolusi.  Evolusi dimaksud terjadi 
sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang, tempat,  dan waktu. Dalam 
kaitannya dengan beberapa teori politik modern, seperti: sistem republik, 
demokrasi,  parlemen, sistem perwakilan, senat, dan sebagainya dari berbagai 
konsep berkaitan dengan sistem pemerintahan sangat relevan dengan kajian 
tentang konsepsi musya>warah  perspektif al-Qur’an, termasuk prinsip-prinsip 
umum yang asasi dalam kehidupan bermasyarakat yang selama ini banyak 
dilanggar sehingga rawan terjadinya kerusuhan dan mengurangi rasa kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah, bahkan bisa berujung kepada ancaman isu-isu 
disintegrasi, seperti rasa keadilan dan kemerdekaan berpendapat dan yang 
semakna dengannya. Keterkaitan tersebut menjadi bukti kuat betapa pentingnya 
konsepsi musya>warah  dalam al-Qur’an untuk diteliti. 
Nilai-nilai dimaksud di atas seharusnya diperjuanggkan untuk selanjutnya 
dimiliki dan dibudayakan, serta dipelihara dan dilestarikan keberadaannya dalam 
kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Namun, faktanya dalam kehidupan 
sosial-kemasyarakatan sehari-hari kaum Muslim masih jauh dari harapan, belum 
memadai, bahkan masih berada di peringkat paling bawah, jika dibandingkan 
dengan penganut agama lain, terutama bangsa-bangsa yang hidup di Barat. Ini, 
dapat disimpulkan bahwa umat Islam masih berkisar 87% belum menghayati 
dengan baik prinsip-prinsip musya>warah, yang diajarkan oleh agamanya, yakni 
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musya>warah perspektif Qur’a>ni. Padahal, bila nilai-nilai tersebut mampu 
diaplikasikan secara efektif, efisien, dan benar, akan mendatangkan dampak 
positif dan pengaruh besar dalam pencapaian suatu kehidupan yang maju lahir 
dan batin. Sikap atau persepsi terhadap nilai itu dalam berbangsa dan bernegara 
dikenal sebagai etika atau moral, yang dibutuhkan dalam kelanggengan dan 
kesinambungan suatu cita-cita besar. 
Etika erat kaitannya dengan nilai yang sudah menyatu ke dalam jiwa 
seseorang, termasuk seorang muslim yang seharusnya berkewajiban untuk 
mengisi etika keislamannya secara faktual, sehingga berkemungkinan untuk 
selalu berada pada posisi yang positif dengan kreativitas dan produktivitas yang 
tinggi. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian, bahkan dia yang pertama dan 
di depan melakukan tindakan-tindakan diskriminatif, egois, dan mau menang 
sendiri, yang semua itu tidak hanya berdampak negative kepada diri dan 
keluarga, akan tetapi juga terbangsa, Negara, dan agama, sekaligus dapat 
mengganggu stabilitas dalam membangun peradaban suatu bangsa. 
Sebagai perangkat sistim peradaban yang lengkap, dengan sendirinya Islam 
memiliki sentuhan ajaran lewat al-Qur’annya dengan nuansa kebijaksanaan 
dalam semua bidang yang terkait langsung dalam kehidupan manusia, terutama 
umat Islam seharusnya tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam sekaligus 
diteladankan di mana pun, kapan pun, dan dalam kondisi bagaina pun. 
 Sehubungan dengan pemaparan yang telah diuraikan di atas, dapat 
diketahui bahwa masalah musya>warah dalam al-Qur'an tidak sederhana, bahkan 
dalam kehidupan realitas sosial, kultural, dan politik, pemahaman tentangnya 
tidak sejalan dengan konsepsi musya>warah  dalam al-Qur’an. Pada sisi lain, ia 
tidak hanya terkait dengan kehidupan masa silam umat manusia, tetapi juga 
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dengan kehidupan masa kini dan masa akan datang. Ia juga terkait dengan 
dimensi spiritual, dimensi moral dan akhlak, dimensi intelektual dan politik umat 
Islam sebagai konsep multi-disipliner, dimensi historis, dimensi sosiologis, dan 
dimensi psikologis. Dan sebagai konsep, ia memiliki dimensi teologis dan 
dimensi filosofis. Karena itu, masalah tersebut bersifat multi dimensional. 
 
B. Rumusan Masalah 
Pertanyaan mendasar yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian 
ini, yakni "bagaimana musya>warah dalam al-Qur’an?" Untuk menjawab secara 
tuntas permasalahan pokok tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sub-sub 
masalah berikut: 
1. Bagaimana esensi yang dapat dipahami dan dirumuskan dari ungkapan-
ungkapan musya>warah dalam al-Qur'an. 
2. Bagaimana eksistensi (indikator, kiat-kiat, dan nilai) musya>warah dalam al-
Qur'an. 
3. Bagaimana urgensi musya>warah  dalam al-Qur’an. 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi musya>warah dalam al-
Qur'an. Ini bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kualitas 
hidup masyarakat lahir dan batin, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 
sosial, politik, majlis taklim, maupun kerjasama antara rumah tangga, masyrakat 
umum, dan pemerintah.  
Bagi pemerintah, penelitian ini sedapat mungkin digunakan sebagai 
masukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Di 
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samping itu, penelitian ini bermanfaat bagi umat  Islam dalam rangka penyadaran 
dan pelurusan pemahaman mereka tentang hakekat musya>warah yang tadinya 
berbeda dengan konsep-konsep musya>warah dalam al-Qur’an, serta bermanfaat 
bagi kepentingan pengembangan dunia ilmiah, terutama terhadap para pencinta 
al-Qur'an dari berbagai aspeknya, sekaligus menjadi kontribusi positif dalam 
upaya penafsiran ayat-ayat al-Qur'an secara tematis (mawd}u>’'i>). 
D. Tinjauan Pustaka 
Sepanjang telaahan penulis belum ditemukan, bahkan belum ada penelitian 
ilmiah yang khusus mengkaji masalah musya>warah  dalam al-Qur'an. Kitab-kitab 
yang berbicara tentang musya>warah, pada umumnya, muncul dari buku-buku 
berkenaan dengan moral dan politik hukum, yang telah ditulis oleh para ahli dan 
pakar serta arif-bijaksana, demikian juga dari buku-buku tafsir yang telah ditulis 
oleh para penafsir al-Qur'an secara parsial. 
Dengan demikian, penelitian ini bukanlah pengulangan, atau lanjutan, 
apalagi pengembangan, dari apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Bahkan 
diharapkan bahwa kajian ini akan menghasilkan hal-hal yang baru, yang belum 
terungkap oleh kajian-kajian lain menyangkut masalah musya>warah  dalam al-
Qur'an, terutama pada sub bab mengenai "eksistensi dan urgensi musya>warah”. 
Penulis berusaha mengungkapkan musya>warah dalam al-Qur'an dengan 
menekankan pada penelusuran makna-maknanya yang ditunjuk secara langsung 
dalam al-Qur'an. Untuk mengetahui makna-makna tersebut, penulis 
menggunakan kitab mu'jam dan kamus. Di samping itu,  dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan metode tafsir mawud}u>'i>  dengan pendekatan ilmu tafsir dan 




E. Kerangka Teoretis 
Dalam proses penyusunan kerangka teoretis, penulis terlebih dahulu 
melakukan penelitian pendahuluan terhadap seluruh ayat-ayat yang berkenaan 
musya>warah dengan segala bentuk derivasinya yang terdapat dalam al-Qur’an 
sebagai objek penelitian, baik pada aspek makkiyyah dan madaniyyah-nya, aspek 
susunan ayat-ayatnya secara runtut menurut kronologis masa turunnya disertai 
pengetahuan mengenai latar belakang dan konteks sosial, kultural, dan politik 
masyarakat Arab ketika turunnya ayat-ayat musya>warah  tersebut (aba>b al-nuzu>l 
ayat), maupun pada aspek pengetahuan mengenai korelasi (muna>sabah) ayat-ayat 
tersebut di dalam masing-masing surahnya, termasuk pada kajian pustaka dan 
landasan teoretisnya, yang membuktikan bahwa belum ada ulama yang pernah 
mengkaji pembahasan mengenai musya>warah dalam al-Qur’an secara spesifik-
ilmiah, seperti hasil kerja ilmiah ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) kali term-term 
musya>warah  dengan segala bentuk derivasinya, yang digunakan oleh Allah 
dalam al-Qur’an, ditemukan bahwa konsep-konsep musya>warah  dalam al-Qur’an 
kompleks, bahkan berbeda dengan pemahaman masyarakat dalam realitas sosial, 
kultural, dan politik, serta mengandung makna multi dimensional, yang tema-
tema bahasannya dapat disusun dalam kerangka yang tepat, sistematis, 
sempurna, dan utuh  (outline) sesuai dengan urutan turunnya ayat-ayat tersebut 
secara runtut menurut kronologis masa turunnya. 
Bertolak dari uraian tentang tinjauan pustaka di atas, maka kerangka 
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F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian.  
Objek penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan 
musya>warah dan term-term yang sepadan makna dengannya. “Konsep-konsep 
yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut diperoleh dengan menelaah secara 
sistematis, kemudian disusun sebuah konsep berkenaan dengan objek kajian.”17 
                                                 
17 Lihat Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an 
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Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang juga dikenal dengan penelitian 
kepustakaan (library research) yang bersifat library murni.18 Yakni penelitian 
yang sumber-sumber datanya berasal dari informasi-informasi yang bersifat 
verbal, yang dihimpun melalui bahan-bahan tertulis, terutama dari kitab-kitab 
standard yang berkaitan dengan objek penelitian.  
2. Pengumpulan dan Sumber Data.  
Sumber pertama dan utama penelitian ini adalah kitab suci al-Qur'an dan 
hadis- Nabi saw., serta buku-buku tafsir yang terkait dengan objek penelitian. 
Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, serta 
pemberian arti kosakata, arti leksikal, arti semantik, syarah ayat, dan istilah-
istilah tertentu lainnya, penulis menggunakan kitab-kitab kamus atau mu'jam, 
seperti: al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur'a>n, karya al-Ra>gib al-As}faha>ni>; al-Mu'jam al-
Mufahra>s li Alfa>z} al-Qur'a>n al-Kari>m, karya Muhammad Fu'a>d 'Abd al-Ba>qi>; 
Mu'jam Mufrada>t Alfa>z} al-Qur'a>n, karya 'Alla>mah al-Ra>gib al-As}faha>ni>, dan 
sbagainya.  
3. Pendekatan dan Metode yang Digunakan 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa objek kajian penelitian ini 
adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan musya>warah. Dengan 
demikian, pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan "ilmu 
tafsir"
19
 sebagai salah satu bagian dari beberapa pendekatan yang dikenal dalam 
penelitian agama.  
                                                 
18 Library murni berarti semua bahan yang dibutuhkan bersumber dari bahan-bahan 
tertulis. Lihat Muhammad Galib M., Ahl al-Kita>b: Makna dan Cakupannya (Cet.I; Jakarta: 
Penerbit Paramadina, 1998), h.13. Selanjutnya Lihat Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian 
Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1990), h.257-258. 
19 Dari segi istilah, ilmu tafsir terkadang dipandang sebagai bagian Ul-mul Qur'ân, bahkan 
disamakan. Dalam hal pertama, ia adalah pengetahuan alat yang diperlukan untuk memahami al-
Qur'an dan dalam hal kedua, ia merupakan pengetahuan-pengetahuan tentang atau bersumber dari 
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Dalam ilmu tafsir, dikenal beberapa corak atau metode penafsiran al-Qur'an 
yang masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Menurut ‘Abd al-Hayy al-
Farma>wi>,20 ada empat macam metode utama dalam penafsiran ayat-ayat al-
Qur'an, yaitu: metode tah}li>li>,21 metode ijma>li>, metode muqa>ran, dan metode 
mau«-'i>. Yang terakhir ini adalah suatu metode tafsir yang berusaha mencari 
jawaban al-Qur'an tentang suatu masalah tertentu dengan jalan menghimpun 
seluruh ayat yang dimaksud, lalu menganalisisnya lewat ilmu-ilmu bantu, yang 
relevan dengan masalah yang diteliti, untuk kemudian melahirkan konsep yang 
utuh dari al-Qur'an tentang masalah tersebut.
22
 
                                                                                                                                      
al-Qur'an, meskipun materi kajian kedua term tersebut sama, yakni berkenaan pengetahuan yang 
berkaitan dengan keadaan-keadaan al-Qur'an. 'Abd al-'Az}i>m al-Zarqânii> menyamakan tafsir 
dengan ilmu tafsir. Kondisi seperti ini tidak memantapkan keberadaan ilmu tafsir dalam sistem 
keilmuan. Karena itu, perlu penajaman makna setiap istilah terkait sesuai tuntunan dunia 
keilmuan. Dari sisi lain, aspek epistemology diperlukan untuk mendukung eksistensi ilmu tafsir 
demi pengembangannya. Sementara keberadaan sebuah disiplin ilmu memerlukan tiga unsur: 
aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Bila dikaitkan dengan ilmu tafsir, ini 
sudah terpenuhi. Misalnya, aspek pertama berkenaan dengan objek tafsir, yaitu ayat-ayat al-
Qur'an, aspek kedua, ilmu tafsir itu sendiri sebagai ilmu alat, dan aspek ketiga berkenaan dengan 
kegunaan praksis ilmu tafsir, yang dalam hal ini untuk memberikan tuntunan kepada umat 
manusia untuk memperoleh kehidupan sejahtera dan sentosa melalui pengamalan ajaran dan 
norma-norma Qur'ani. Dalam pada itu, ilmu tafsir telah menjadi salah satu bentuk dan cara dalam 
upaya manusia mendapatkan pengetahuan yang bersumber dari pengkajian ayat-ayat kauliah 
berhadapan dengan metode penelitian lainnya yang mengkaji fenomena kauniah. Dalam hal ini 
seseorang yang menemukan masalah dalam kehidupannya dapat mencari jawaban atau solusi dari 
al-Qur'an dengan menempuh prosedur seperti telah dikemukakan di atas. Lihat Abd. Muin Salim, 
Metodologi Tafsir Sebuah Rekonstruksi Epistemologis: Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir 
Sebagai Disiplin Ilmu, (Ujungpandang: IAIN Alauddin Makassar (Orasi Pengukuhan Guru 
Besar), 28 April 1999), h.5 dan 17. Sumber ini untuk selanjutnya disebut “Metodologi Tafsir”. 
20 'Abd al-Hayy al-Farmawi>, al-Bidâyah fi> al-Tafsi>r al-Mauud}u>’i>, (al-Qâhirah: al-Ha«ârah 
al-'Arabiyyah, 1977), h.23. 
21 Perlu dijelaskan bahwa metode ini meliputi beberapa corak tafsir, yaitu: ma's\u>r, ra'yi>, 
su>fi>, fiqhi>, falsafi>, 'ilmi>, dan adab ijtimâ'i>. Lihat ibid., h.23-24. 
22 Ibid., h.52. Selanjutnya, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa "Memang, para pakar al-
Qur'an telah berhasil melahirkan sekian banyak metode dan cara menghidangkan pesan-pesan al-
Qur'an. Salah satu di antaranya adalah apa yang dinamai metode mau«-'i> atau metode tematik. 
Metode ini dinilai dapat menghidangkan pandangan dan pesan al-Qur'an secara mendalam dan 
menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicarakannya. Ia lahir setelah para pakar menyadari 
bahwa metode yang diterapkan sebelumnya sangat menyita waktu bahkan menghidangkan aneka 
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Sesuai dengan objek telaah dan pendekatan yang digunakan di atas, maka 
dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode tafsir tematik 
(maud}u>’i>),23 yang secara operasional langkah-langkahnya meliputi sebagai 
berikut: (1) memilih atau menetapkan masalah yang akan dikaji secara tematik 
(mau«-'i>) dari al-Qur'an; (2) melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan 
dengan masalah yang telah ditetapkan, a>yat makkiyyah dan a>yat madaniyyah; (3) 
menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologis masa turunnya 
disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asba>b al-nuz-l; 
(4) mengetahui korelasi (muna>sabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing 
surahnya; (5) menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang tepat, sistematis, 
sempurna dan utuh (outline); (6) melengkapi pembahasan dan uraian dengan 
hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna 
dan semakin jelas; (7) mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan 
jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau 
mengkompromikan antara yang 'a>m (umum) dengan yang kha>s (khusus), antara 
yang mut}laq  dan yang muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya 
bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu pada satu muara, tanpa ada 
perbedaan dan kontradiktif, atau tidak ada pemaksaan terhadap sebagian ayat 
kepada makna-makna yang tidak tepat;
24
 (8) menyusun kesimpulan (hasil 
penelitian) yang menggambarkan jawaban al-Qur'an dalam kedudukannya 
sebagai sumber pokok agama yang direduksi dari ayat-ayat yang berkaitan 
                                                                                                                                      
informasi yang tidak selalu dibutuhkan oleh pembacanya. Karena kebanyakannya tema yang 
dikandung oleh kitab suci umat Islam itu, maka tentu saja pengenalan menyeluruh tidak mungkin 
terpenuhi, paling tidak, hanya pada tema-tema yang dibahas itu. Lihat Al-Mishbâh, op. cit, I, 
h.vii.  
23 Ibid. 
24 Lihat 'Abba>s 'Au>d}-Allah 'Abba>s, Muh}a>d}ara>t fi> al-Tafsi>r al-Maud}u>'i>, (Cet.I; Damsyiq: 
Da>r al-Fikr, 1428 H/2007 M), h.27-29. 
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Metode maud}u>'i> sebaiknya menggali makna-makna yang terkandung dalam 
kosakata ayat dengan merujuk kepada penggunaan al-Qur'an sendiri, dengan 
melihat kepada bentuk dan timbangan kata yang digunakan, subjek dan objeknya, 
serta konteks pembicaraannya.
26
 Hal ini juga menginformasikan bahwa setiap 
kata dalam al-Qur'an ada muatan-muatannya dan ada tempatnya digunakan, 
walaupun diduga maknanya sama. Makna-makna tersebut pada mulanya 
dipahami dari setiap akar kata itu. Namun, hal ini kemudian dapat berkembang, 
misalnya, melalui pengertian maja>zi>, atau pengertian 'urfi> (penggunaan sehari-
hari), atau pengertian syar'i> (istilah agama). Bisa juga dengan mempersempit 
atau memperluas makna kata itu.
27
 Misalnya, kata "sujud,"
28
 ia bisa berarti 
"tunduk, taat (QS al-Ra'd/13:15), hormat (QS al-Baqarah/2:34), dan salat (jika 
                                                 
25 Lihat ¢ala>h} 'Abd-al-Fatta>h} al-Kha>lidi>, al-Tafsi>r al-Maud}u>'i>: Bain al-Naz}ariyyah wa al-
Ta¯bi>q, (Cet.I; 'Amma>n-Yordania: Da>r al-Nafa>'is, 1418 H/1997 M), h.70-72. 
26 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam 
Kehidupan Masyarakat (Cet.I; Bandung: Penerbit Mizan, 1992), h.116. 
27 Lihat 'Abd-al-Rah}ma>n bin Ab- Bakr bin Muhammad Jala>l al-Di>n al-Sayu>ti>, al-Muzhir fi> 
'Ul-m al-Lugah wa Anwa>'iha>, di-tah}qi>q oleh Muh}ammad 'Abd-al-Rah}ma>n (Cet.I; Baer-t: Da>r al-
Fikr, 1426 H/2005 M), h.282. 
28 Untuk menambah nilai dan kualitas sujud, disunahkan: (1) merapatkan hidung, kening, 
dan kedua telapak tangan di tempat sujud, serta merenggangkannya dari pinggang; (2) 
meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan telinga atau bahu; (3) merapatkan jari-jari 
tangan; (4) menghadapkan ujung jari-jari ke arah kiblat; dan (5) membaca bacaan, seperti: (1) 
sujud sahwi, yakni sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu dalam pelaksanaan salat, di 
antaranya: lupa tasyahhud, lupa atau ragu-ragu tentang jumlah rakaat; (2) sujud tilâwah, yakni 
sujud yang dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah (ayat-ayat yang 
menganjurkan pembacanya untuk bersujud). Sujud ini dilakukan hanya sekali, baik di dalam 
maupun di luar salat; (3) sujud syukur, yakni sujud yang dilakukan karena memperoleh nikmat, 
baik harta benda, pangkat dan jabatan, maupun hal-hal yang menggembirakan lainnya, atau 
karena terhindar dari al-balâ' berupa bencana, atau hal-hal lyang menyakitkan lainnya. Ini hanya 
dilakukan satu kali. Lihat Azyumardi Azra (ed.), Ensiklopedi  Islam, Jilid IV (Cet. IX; Jakarta: 
PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h.286-288. 
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diartikan secara luas, karena "sujud" adalah amalan salat paling mulia). Ia juga 
dapat berarti "meletakkan dahi di lantai bersama kedua telapak tangan, lutut, dan 
jari-jari kaki sebagaimana maknanya dalam syari'at. 
Menurut Prof.Dr.H.Abd. Muin Salim (1944- M), "objek-objek yang dapat 
diinterpretasi dari al-Qur'an adalah kosakata (termasuk partikel-partikel atau 
huruf), frasa, klausa, dan ayat-ayat Qur'ani. Ini berarti ketika menghadapi sebuah 
ayat al-Qur'an, seorang peneliti harus menganalisis ayat itu dalam bagian-bagian 
kecil tersebut di atas, kemudian melakukan interpretasi yang diperlukan."
29  
Untuk lebih sempurnanya metode di atas, Prof.Dr.H.Abd. Muin Salim 
(1944- M) lebih jauh mengatakan bahwa ”sebaiknya pada langkah terakhir 
ditekankan pentingnya enyusunan hasil-hasil penelitian menurut kerangka 
teoretisyang telah disiapkan dalam bentuk laporan hasil penelitian (karya tafsir). 
Bahkan ditekankan bahwa di antara langkah-langkah tersebut, penafsiran 
kosakata, frasa, klausa maupun ayat menjadi esensi tafsir, sementara langkah-
langkah lainnya merupakan pengantar dan perampungan proses penelitian.”30 
Meskipun metode tafsir tematik (maud}u>’i>) yang dipilih dalam menganalisis 
data, tidaklah berarti metode dan pendekatan lain dikesampingkan, sepanjang 
metode-metode dan pendekatan tersebut relevan dengan masalah yang dikaji. 
Bahkan metode tafsir maud}u>'i> akan lebih sempurna bila dikompromikan dengan 
metode-metode lain, di antaranya adalah metode tafsir tah}li>li>31 dan muqa>ran. 
                                                 
29 Lihat Metodologi Tafsir, op. cit., h.33. 
30 Abd. Muin Salim, ibid., h.32. 
31 Dilihat dari tujuan, metode tafsir tematik (maud}u>'i>) lebih relevan dengan kebutuhan 
masa kini, meskipun harus diakui bahwa metode tafsir tah}li>li> mengandung pula kelebihan. 
Kebaikan-kebaikan yang dimaksud, antara lain, adalah pengungkapan berbagai masalah dan juga 
adalah analisis yang mendalam dan argumentatif. Sementara tafsir tematik (maud}u>'i>) dapat 
memberikan gambaran yang utuh dari masalah yang dibahas, tetapi mengabaikan banyak aspek. 
Dan karena penyajiannya bersifat narratif, maka uraian argumentasi yang diharapkan, 
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Bertolak dari pendekatan dan metode yang digunakan di atas, penelitian ini 
bersifat deskriptif, yakni suatu usaha mengeksplorasi dan merumuskan konsep-
konsep tentang musya>warah dalam al-Qur'an dan bersifat kualitatif.32 
Penggunaan pendekatan dan metode tersebut berdasarkan kenyataan bahwa data 
yang dihadapi bersifat deskriptif berupa pernyataan-pernyataan verbal, bukan 
data kuantitatif. Yakni data yang dihimpun melalui kajian kepustakaan, yang 
terdiri dari data pokok berupa ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tujuan 
kajian dan data pelengkap yang mengandung keterangan-keterangan yang 
diperlukan untuk menginterpretasi data pokok. Penggunaan data sekunder tidak 
dapat dihindari terutama berkenaan dengan keterangan dari para sahabat dan 
tabi'in yang hanya dapat diperoleh melalui nukilan dari para ulama, baik ahli 
tafsir, ahli hadis, atau pun ahli ta>rikh.  
4. Teknik Interpretasi Data. 
Objek-objek yang dapat diinterpretasi adalah kosakata (termasuk 
partikel-partikel atau huruf), frasa, klausa, dan ayat dalam al-Qur'an. Ini berarti 
ketika menghadapi sebuah ayat al-Qur'an, seorang peneliti seyogiyanya 
menganalisis ayat itu dalam bagian-bagian kecil tersebut di atas. Kemudian 
melaksanakan interpretasi yang diperlukan.
33
 Teknik interpretasi sebagai cara 
                                                                                                                                      
pengembangan daya nalar kurang tampak. Oleh karena itu, dalam studi ini, kedua metode 
tersebut perlu dikompromikan.Dalam hal ini penggunaan metode tafsir tematik (mau«-'i>) 
disempurnakan dengan tidak mengabaikan unsur-unsur dalam metode tah}li>li> sepanjang hal itu 
penting dan tidak keluar dari masalah yang dibahas. Lihat ibid., h.31. 
32 Data yang diperlukan adalah data kualitatif, yang dapat berbentuk nas-nas Alquran, nas-
nas hadis dan sunnah Nabi saw. as\ar sahabat, data sejarah semasa turunnya Alquran, pengertian-
pengertian bahasa dan lafal Alquran, kaedah-kaedah bahasa, kaedah-kaedah istimbâ¯, kaedah-
kaedah berfikir, dan teori-teori ilmu yang relevan. Lihat ibid., h.32. 
33 Sebagai contoh QS al-Fâtihah, 1:1 dianalisis atas kosakata:  دمحلا–  ل–  للها–  بر– 
نيملاعلا ; dan atas frase: للها dan نيملاعلا . Masing-masing bagian ini, termasuk ayat itu sendiri dapat 
diberi tafsir. Lihat Abd. Muin Salim, Metodologi Tafsir Sebuah Rekonstruksi Epistemologis: 
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kerja memahami makna dari ungkapan verbal secara khusus berkaitan dengan 
objek dan alat interpretasi, meskipun tidak terlepas dari aspek-aspek tafsir. Oleh 
karena beracu dari kenyataan tersebut, maka teknik-teknik interpretasi yang 
dapat dipergunakan dalam menafsirkan al-Qur'an adalah sebagai berikut: 
a. Interpretasi tekstual. 
Dalam hal ini objek yang diteliti, ditafsirkan dengan menggunakan teks-
teks al-Qur'an ataupun dengan hadis Nabi saw.
34
 Dasar penggunaan teknik ini 
adalah penegasan al-Qur'an bahwa ia berfungsi sebagai penjelasan terhadap 
dirinya sendiri dan tugas Rasul saw. sebagai mubayyin terhadap al-Qur'an (QS al-
Baqarah/2:186 dan QS al-Nahl/16:44). Dalam prakteknya, penggunaan teknik 
interpretasi ini berawal pada penelusuran konsep-konsep penting dari kosakata 
dalam ayat yang dibahas dan pada tahap selanjutnya mencari gagasan-gagasan 
yang terkandung dalam frase atau klausa yang menjadi bagian ayat yang dibahas. 
Untuk itu, data pokok dan data pembantu dikaitkan dengan memperhatikan 
hubungan makna dengan ungkapan, fungsi-fungsi, dan motif-motif tafsir baik 
dengan cara perbandingan maupun korelasi.
35
 
b. Interpretasi linguistik. 
Di sini, ayat al-Qur'an ditafsirkan dengan menggunakan kaedah-kaedah 
kebahasaan.
36
 Teknik ini mencakup interpretasi dalam bidang-bidang: semantik 
etimologis, semantik morfologis, semantik leksikal, dan semantik retorikal.
37
 
                                                                                                                                      
Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir Sebagai Disiplin Ilmu, (Orasi Pengukuhan Guru Besar), 
(Makassar: IAIN Alauddin, 1999), h.33.   
34 Lihat ¦assan ¦anafi>, Min al-Na>s ila> al-Wa>qi', Juz II, (Cet. I; al-Qa>hirah-Mishr al-Jadi>dah: 
Markaz al-Kita>b li al-Nasyr, 1425 H/2005 M), h.100. 
35
Lihat Abd. Muin Salim, Metodologi Tafsir, loc. cit.  
36 Lihat ¦assan Hanafi>, op. cit., Juz II, h.252-253. 
37
Semantik etimologis membahas aspek arti dari struktur huruf dasar bahasa Arab. 
Misalnya, kata iqra' berakar kata dengan huruf-huruf q, r, 'a yang bermakna "menghimpun." 
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Dasar penggunaan teknik ini adalah kenyataan bahwa al-Qur'an diturunkan 
dalam bahasa Arab (QS Yusuf/12:2 dan QS al-Ra'd/13:37), yang menegaskan 
bahwa al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. 
Penggunaan analisis semantik
38
 dilakukan, karena pada hakekatnya tafsir 




c. Interpretasi sosio-historis. 
Kajian ini juga menggunakan analisis sosio-histories,
40
 yakni kajian berupa 
menilai dan atau membandingkan antara makna-makna yang terkandung dalam 
                                                                                                                                      
Sedangkan semantik morfologis dan semantik leksikal adalah masing-masing makna yang 
diperoleh berdasarkan bentuk ta¡rif lafal dan dari kamus bahasa. Demikian pula semantik 
sintaksis (gramatikal) dan semantik retorikal masing-masing adalah makna yang dipahami 
berdasarkan penggunaan kaedah ilmu nahwu dan ilmu balagah. Ibid., h.34.  
38 Kata "semantik" berasal dari term Inggris "semantic" berarti "yang berkenaan dengan 
arti kata (dalam suatu klausa). Kemudian menjadi "semantics" berarti "ilmu semantik". Lihat 
John M. Echolss dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Cet.XI; Jakarta: PT Gramedia, 
1982), h.512. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, term "semantik" berarti: (1) ilmu tentang 
makna kata, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata; (2) bagian dari struktur 
bahasa yang berhubungan dengan makna atau struktur makna. Karena itu, analisis semantik 
berarti "teori yang beranggapan bahwa kaidah-kaidah penafsiran semantis merupakan bagian dari 
gramatika. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., h.903. Pendekatan semantik 
untuk mengkaji kandungan Alquran, misalnya, dilakukan oleh Toshihiko Izutsu dalam karyanya 
"Ethico Religious Concepts in The Qur'an, (Montreal: McGill University Press, 1966). Dalam 
buku ini, Izutsu menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan konsepnya sendiri dan berbicara tentang 
dirinya sendiri. Dengan kata lain, apa yang menjadi pusat penelitian Izutsu, bukanlah pada materi 
sebagai metode analisis bahasa yang diterapkan pada materi itu, tetapi suatu titik pandang khas 
yang berupaya untuk menganalisis struktur semantik terhadap kata-kata yang berharga terhadap 
al-Qur'an dalam masalah tingkah laku dan karakter. 
39 Abd. Muin Salim, op. cit., h.21. 
40 Metode sejarah (sosio-historis) merupakan metode yang bersifat ilmiah, apabila 
memenuhi dua syarat, yakni: (1) bila metode itu mampu menentukan fakta yang dapat 
dibuktikan; (2) bila fakta itu berasal dari suatu unsur yang diperoleh dari hasil pemeriksaan yang 
kritis terhadap dekumen sejarah. Dikatakan bahwa metode sejarah merupakan proses pengujian 
dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau. Jadi menurut 
Louis Gottschalk, objek metode sejarah adalah fakta. Kalau begitu, apa yang bertalian dengan 
historiografinya (keseluruhan proses intelektual, kritis dan konstruktif dan merupakan alas-dasar 
sejarah itu ditulis) tidak termasuk di dalamnya. Sedang menurut V. Good and Douglas E. Scates, 
metode sejarah berlangsung melalui tiga langkah besar: (1) pengumpulan data; (2) penilaian 
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ayat-ayat al-Qur'an dengan seperangkat teori yang terdapat dalam ilmu sejarah. 
Karena informasi mengenai kondisi sosial yang mengitari pada saat turunnya al-
Qur'an sungguh diperlukan dalam menganalisis petunjuk al-Qur'an, penulis 
menggunakan buku-buku yang secara khusus menjelaskan latar belakang historis 
turunnya al-Qur'an, seperti: Luba>b al-Nuqu>l fi> Asba>b al-Nuzu>l, karya Jala>l al-Di>n 




d. Interpretasi sistemik. 
Yang dimaksud adalah pengambilan makna yang terkandung dalam ayat 
(termasuk klausa dan frase) berdasarkan kedudukannya dalam ayat, di antara 
ayat-ayat atau pun di dalam surahnya. Data tersebut dianalisis dengan melihat 
perpautannya dengan ayat-ayat atau bagian lainnya yang ada di sekitarnya atau 
dengan kedudukannya di dalam surah. Penggunaan teknik ini beracu dari 
kenyataan al-Qur'an sebagai kitab suci yang memiliki sistematika yang utuh dan 
padu serta disusun oleh Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Tentu saja 




                                                                                                                                      
(kritik) data; dan (3) pengungkapan (presentation) fakta dalam rangka menarik. Menurut 
pendapat ini, historiografi merupakan salah satu bagian dari metode sejarah. Walaupun kedua 
pengertian tentang metode sejarah di atas, sama-sama mengutamakan pentingnya dokumentasi, 
tetapi metode sejarah yang ketentuan-ketentuannya digunakan untuk acuan pendekatan, dalam 
penelitian ini, dibatasi pada pengertian metode sejarah dalam arti yang khusus, yakni 
sebagaimana telah dikemukakan oleh Gottschalk di atas. Lihat Dr.M. Syuhudi Ismail, Kaedah 
Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. I; 
Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), h.12-13. 
41 Muhammad Galib M., op. cit., h.14. 
42 Sebagai contoh dapat dibandingkan tafsir Rasulullah saw. Terhadap kata allaz\i>na an 
'amta 'alaihim dan al d}âlli>n dalam surah al-Fâtihah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, 
sementara dalam QS al-Baqarah, 2: 2-5 ditemukan tiga golongan manusia: orang bertakwa, orang 
kafir, dan orang munafik.Demikian pula halnya kedudukan tiga surah terakhir dalam al-Qur'an, 
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e. Interpretasi teleologis. 
Dalam hal ini, ayat-ayat al-Qur'an ditafsirkan dengan menggunakan 
kaedah-kaedah fikih, yang pada hakekatnya merupakan rumusan dan filsafat 
hukum Islam yang secara garis besar menghendaki tercapainya kebahagiaan 
manusia dengan terwujudnya kesejahteraan dan kedamaian. Interpretasi seperti 
ini ditemukan dalam tafsir-tafsir sahabat. 
Interpretasi ini juga digunakan untuk mengungkapkan alasan metodologi 
penetapan hukum yang digali dari ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan 
musya>warah, serta respon terhadap kondisi sosial yang belum terungkap dalam 
atsar tentang hakikat dan eksistensi musya>warah  dan pengaruhnya dalam 
pemikiran filsafat akhlak, dengan melakukan perbandingan di antara kaidah-
kaidah tafsir standar yang ada.
43   
f. Interpretasi kultural. 
Dalam hal ini data yang dihadapi ditafsirkan dengan menggunakan 
pengetahuan yang mapan. Pemakaian teknik ini beracu pada asumsi bahwa 
pengetahuan yang benar tidak bertentangan dengan al-Qur'an, justru ia 
dimaksudkan mendukung kebenaran al-Qur'an.
44
 Tafsir seperti ini ditemukan di 
antara para sahabat, seperti kasus 'Amru bin 'As}.
45
 
g. Interpretasi logis. 
                                                                                                                                      
sementara surah al-Fâtihah terletak di awal mengandung makna yang mendalam jika 
munasabahnya diperhatikan. Lihat Abd. Muin Salim, op.cit., h.34-35. 
43 ‘Ali> Ah}mad al-Na«a>wi>, al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah  (Cet.III; Damaskus: Da>r al-Qalam, 
1994), h.187. 
44 Contoh, penggunaan dirâyah lainnya di zaman Nabi saw. adalah pemahaman Amru bin 
'A¡ terhadap larangan dalam al-Qur'an, surah al-Nisâ',4:29: walâ taqtul- anfusakum (jangan 
membunuh diri kamu). 'Amru memahami dari ayat tersebut larangan membunuh diri sendiri 
karena mandi junub dalam keadaan cuaca amat dingin. Kasus yang terjadi perang Zatu al-Salâs\il 
ini dibenarkan oleh Rasulullah saw. Lihat ibid., h.26.  
45 Ibid., h.35. 
25 
 
Teknik ini merupakan penggunaan prinsip-prinsip logika dalam memahami 
kandungan al-Qur'an. Dalam hal ini, kesimpulan diperoleh dengan cara berpikir 
logis, yakni deduktif atau induktif. Pengambilan kesimpulan demikian dikenal 
dalam logika sebagai prinsip inferensi. Penggunaan teknik ini beracu pada 
kenyataan bahwa tafsir pada hakikatnya adalah termasuk kegiatan ilmiah yang 
memerlukan penalaran ilmiah, misalnya, QS Sa>d/38:29 yang menegaskan bahwa 
al-Qur'an diturunkan agar isinya dikaji (tadabbur) oleh manusia agar mereka 
sadar.  
h. Interpretasi ganda. 
Yang dimaksudkan adalah penggunaan dua atau lebih teknik interpretasi 
terhadap sebuah objek. Hal ini dimaksudkan untuk tujuan pengayaan dan sebagai 
kontrol dan verifikasi terhadap hasil interpretasi. Dengan penggunaan teknik 
interpretasi ganda ini, maka metode tafsir yang diajukan ini memiliki ciri koreksi 




G. Garis Besar Isi 
Penelitian ini diawali dengan bab pendahuluan, yang memuat tentang latar 
belakang masalah sebagai pangkal tolak untuk merumuskan dan membatasi 
kawasan kajian permasalahan pokok. Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian 
judul dan ruang lingkup penelitian, kemudian diikuti dengan kajian pustaka dan 
kerangka teoretis, agar penelitian ini terarah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
yang akan dicapai. Permasalah pokok tersebut dijawab secara tuntas dengan 
                                                 
46 Sebagai contoh, tafsir kata al-sâriku dalam QS al-Mâ'idah,5:38 dilihat dari sudut 
semantic morfologi memberi pengertian sifat, sehingga dapat dipahami bahwa yang dijatuhi 
hukum potong tangan adalah mereka yang memiliki sifat pencuri. Tetapi dengan memperhatikan 
hadis Nabi, maka yang dimaksud adalah orang yang telah mencuri, meskipun perbuatan mencuri 
itu belum menjadi sifatnya. Lihat ibid. 
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menggunakan pendekatan “ilmu tafsir” dan metode “al-tafsi>r al-maud}u>’i>”. 
Bagian terakhir dari bab ini adalah mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, 
kemudian ditutup dengan garis besar isi penelitian. 
Pada bab kedua penelitian ini, peneliti menguraikan tentang musya>warah  
perspektif al-Qur’an, yang dimulai dengan esensi musya>warah yang rincian sub-
sub bahasannya meliputi: pengertian, semiotika etos kerja dalam al-Qur’an, serta 
prinsip-prinsip etos dalam bekerja. Yang kedua tentang eksistensi etos kerja 
dalam al-Qur’an, yang sub-sub kajiannya mencakup: manajemen etos kerja, 
indicator etos kerja, kiat-kiat etos kerja, nilai etos kerja, serta kendala etos kerja 
dan solusinya dalam al-Qur’an. Yang ketiga tentang urgensi etos kerja dalam al-
Qur’an, dengan sub-sub masalah sebagai berikut: kualitas etos kerja dan tujuan 
etos kerja dalam al-Qur’an. 
Pada bab ketiga, yakni bab terakhir penelitian ini, peneliti merumuskan 





BAB  II 
MUSYA<WARAH  DALAM AL-QUR’AN 
 
 
Secara umum dapat dikatakan bahwa petunjuk al-Qur’an yang rinci lebih 
banyak tertuju terhadap persoalan-persoalan yang tak terjangkau nalar serta tak 
mengalami perkembangan atau perubahan. Dari sini dipahami mengapa uraian al-
Qur’an mengenai metafisika, seperti surga dan neraka, amat rinci, karena ini 
merupakan soal yang tak terjangkau nalar. Demikian juga soal  mah}ram  (yang 
terlarang dikawini), karena ia tak mengalami perkembangan. Seorang anak, 
selama jiwanya normal, tak mungkin memiliki birahi terhadap orang tuanya, 
saudara, atau  keluarga dekat tertentu, demikian seterusnya. 
Adapun persoalan yang dapat mengalami perkembangan dan perubahan, al-
Qur’an menjelaskan petunjuknya dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum), 
agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial 
budaya masyarakat (manusia).  Memang amat sulit juka rincian suatu persoalan 
yang diterapkan pada suatu masa atau masyarakat tertentu dengan ciri kondisi 
sosial budayanya, harus diterapkan pula dengan rincian yang sama untuk 
masyarakat lain, baik di tempat yang sama pada masa yang berbeda, apalagi di 
tempat yang lain pada masa yang berlainan. 
Musyawarah atau demokrasi adalah salah satu contohnya. Karena itu pula, 
petunjuk kitab suci al-Qur’an menyangkut hal ini amat singkat dan hanya 
mengandung prinsip-prinsip umumnya saja. Jangankan al-Qur’an, Nabi 
Muhammad saw., yang dalam banyak hal menjabarkan petunjuk-petunjuk umum 
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al-Qur’an, perihal musyawarah ini tidak meletakkan rinciannya.  Bahkan tidak 
juga memberikan pola tertentu yang harus diikuti.  Itu sebabnya, cara suksesi 
yang dilakukan oleh empat khalifah beliau—Abu Bakar, Umar, Us\man, dan Ali 
r.a.—berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. 
Demikianlah, Rasulullah saw., tidak meletakkan petunjuk tegas yang rinci 
tentang cara dan pola syu>ra’.  Karena jika beliau sendiri yang meletakkan 
hukumnya, ini bertentangan dengan prinsip syu>ra’  yang diperintahkan al-Qur’an. 
Bukankah al-Qur’an memerintahkan agar persoalan umat dibicarakan bersama-
sama?  Sedangkan apabila beliau bersama sahabat-sahabatnya yang lain 
menetapkan sesuatu, itu pun berlaku untuk masa beliau saja.  Tidak berlaku—
rincian itu—untuk masa sesudahnya. Bukankah Rasulullah saw. Telah memberi 
kebebasan terhadap umat Islam agar mengatur sendiri urusan dunianya dengan 
sabda beliau, yang diriwayatkan oleh al-Ima>m Muslim, 
.مكايند روماب ملعا متنا 
Kalian lebih mengetahui persoalan dunia kalian. 
Dan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 
.هب ملعا متناف مكايند رما نم ناك ام و ىلاف مكنيد رما نم ناك ام 
Yang berkaitan dengan urusan agama kalian,  maka kepadaku (rujukannya), 
dan yang berkaitan dengan urusan dunia kalian, maka kalian lebih 
mengetahuinya. 
 
Sungguh tepat keterangan pakar tafsir Muhammad Rasyid Ridha: 
 
Allah telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan penuh dan kebebasan 
sempurna di dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat dengan jalan 
memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah. Yakni yang dilakukan oleh 
orang-orang cakap dan terpandang yang kita percayai, untuk menetapkan bagi 
kita (masyarakat) pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat dan 
membahagiakan masyarakat. Kita  sering mengikat diri sendiri dengan 
berbagai ikatan (syarat) yang kita ciptakan, kemudian kita namakan syarat itu 
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Memang banyak persoalan yang dapat diambil jawabannya dari ayat-ayat 
tentang musyawarah. Namun, tidak sedikit dari jawaban tersebut merupakan 
pemahaman para sahabat Nabi atau ulama. Meskipun ada juga yang berupa 
petunjuk-petunjuk umum yang bersumber dari Sunnah Nabi saw., tetapi 
petunjuk-petunjuk tersebut masih dapat dikembangkan atau tidak sepenuhnya 
mengikat. 
Berbagai masalah yang dibahas para ulama mengenai musyawarah 
perspektif al-Qur’an, antara lain: (a) esensi musyawarah; (b) eksistensi 
musyawarah; dan (c) urgensi musyawarah dalam al-Qur’an.  
   
A. Esensi yang dapat dipahami dan dirumuskan dari ungkapan-ungkapan 
musya>warah dalam al-Qur'an  
1. Makna  Musya>warah  
Kata musya>warah  terambil dari akar kata dengan hruf-huruf sy, w, r, 
yang pada mulanya bermakna “menjelaskan, menyatakan, mengambil 
sesuatu”. Dari kata ini terbentuk: tasya>wur (perundingan), asya>ra (memberi 
isyarat), sya>wir (meminta pendapat), tasya>wara (saling bertukar pikiran), 
mustasyi>ru (meminta pendapat orang lain). Semua kata tersebut asalnya dari 
akar kata sya>ra, yasyu>ru, syauran, berarti “mengeluarkan madu dari sarang 
lebah”.2 Kemudian dikembangkan menjadi “segala sesuatu yang dapat 
diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat)”.3 Juga berarti 
                                                 
1 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat 
(Cet. I; Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h. 472-473. 
2
 Lihat Ibn Fa>ris bin Zakariya>, op. cit., h.541. 
3
 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, h.966-967. 
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“mengatakan atau mengajukan sesuatu”.4 Kata ini pada dasarnya hanya bisa 
digunakan pada hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya “madu”, 
yakni  mengeluarkan madu dari sarang lebah. 
Madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, 
sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya madu dicari di mana 
pun dan oleh siapa pun. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang 
bermusyawarah mesti bagaikan lebah, yakni: makhluk yang sangat 
berdisiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya Cuma dari yang baik-
baik (halal), bila hinggap pada satu dahan tidak pernah merusak, dan 
hasilnya madu, ia tidak pernah mengganggu kecuali diganggu, bahkan 
sengatannya pun dapat menjadi obat. Demikian itulah makna musyawarah, 
dan demikian pula sifat yang seharusnya disandang orang yang 
bermusyawarah.  Tidak mengherankan, bila Nabi saw. menyamakan seorang 
mukmin dengan lebah, sebagaimana sabdanya: 
 مل ِدْوُعلا ىلع َعقو اذإ و  ًابيط لاا ُلكأي لا ،ٍلحن ِلثمك ِنمؤملا ُلثم
.اَهْرّـِثـَكُي5 
Perumpamaan seorang mukmin laksana lebah, yang tidak makan kecuali 
yang baik-baik, dan apabila hinggap di atas dahan, tidak akan sampai 
merusaknya. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah musyawarah diartikan 
“pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan dalam 
penyelesaian masalah”.6 Menurut al-Ra>gib al-Asfaha>ni>, bentuk kata al-
                                                 
4
 Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mufrada>t fi Gari>b al-Qur’a>n, h. 372-373. 
5 Abu> 'Isa> Muh}ammad bin 'Isa> bin Sau>rat al-Tirmiz\i> (w.279 H), Sunan al-Tirmizi>, Juz IV, 
(Cet.I; Bairu>t: Da>r al-Fikr,1424 H/2003 M), h. 79. 
6 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Cet.X; 
Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.677. 
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musya>warah  berasal dari akar kata sya>wurin,  yang secara leksikal berarti, 
“sesuatu yang tampak jelas”.7 Dalam pada itu, musyawarah berarti usaha 
untuk  membahas secara bersama suatu permasalahan atau urusan dengan 
jalan mengumpulkan pendapat berdasarkan pandangan sejumlah orang 
dengan tujuan mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah, 
sehingga sesuatu itu menjadi jelas serta hasilnya baik dan bermanfaat bagi 
kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin, baik sebagai 
individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
  
2. Musya>warah  dan Kedaulatan Rakyat. 
Dalam al-Qur’an, istilah musyawarah dengan seluruh bentuk derivasinya 
digunakan sebanyak tiga kali, yakni: tasya>wur, QS al-Baqarah/2:233; sya>wir, QS 
A<lu ‘Imra>n/3:159; dan  syu>ra>’, QS al-Syu>ra’/42:38.  
Berangkat dari perlunya membangun negara dan pemerintahan yang baik 
sebagai sebuah kewajiban syar’i>, maka proses ke arah tersebut menjadi sangat 
penting.  Dalam hal ini diperlukan pendapat orang banyak yang dijaring melalui 
musyawarah. Berdasarkan ayat-ayat yang telah dikemukakan di atas, ditambah 
dengan riwayat dari Nabi Muhammad saw., serta para sahabat-sahabatnya. 
Semua ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah menjadi kewajiban syar’i>. 
Sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan secara kolektif, maka partisipasi 
orang banyak menjadi kewajiban pula. Dengan kata lain, keterlibatan  segenap 
warga dalam masyarakat sebagai saluran kedaulatan rakyat, bukan sekadar hak 
                                                 
7 As}faha>ni>, Ab- al-Qa>sim al-Husain bin Muh}ammad al-Ma'r-f bi al-Ra>gib al-.(w.502 H). al-
Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur'a>n, yang di-ra>ji' oleh Wa>'il Ah}mad 'Abd al-Rah}ma>n,  (al-Qa>hirah-Mishr: 
al-Maktabat al-Tawfiqiyyat, 2003), h.183. 
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warga yang dapat digunakan atau tidak menurut kehendaknya,  melainkan sebuah 
kewajiban yang harus ditunaikan secara langsung maupun tidak langsung. 
Betpa tidak, hak dan kewajiban bermusyawarah itu dilihat dari sudut 
pandang syar’i> dan teologi Islam,  setidaknya ada dua sisi penting mengenai hal 
tersebut, yakni: sisi pengertian hak itu sendiri, dan sisi kemaslahatan bangsa.  
Dari segi kebahasaan,  perkataan hak itu berasal dari bahasa Arab, yakni h}aqq.  
Perkataan h}aqq,  sebenarnya dapat bernilai sakral sebagai salah satu dari asma>’ 
al-h}usna>’ Allah swt., yakni  al-Haqq.   Ayat-ayat tersebut menunjukkan pada 
umumnya perkataan  h}aqq  dalam al-Qur’an dengan makna “sesuatu yang  mesti 
dan pasti”. Jika dikaitkan dengan Tuhan, maka wujud Tuhan adalah mesti dan 
pasti ada, tidak boleh tidak ada, makanya disebut al-H{aqq. Jika dikaitkan dengan 
hukum,  maka setiap yang disebut al- h}aqq  adalah mesti ditunaikan. Misalnya 
dalam QS al-Baqarah/2:282, 
اَهَُّيأَٰٓ  َي ٱ َنيِذَّل  َف ى ّٗ مَس ُّم ٖلََجأ َٰٓ  َىِلإ ٍنۡيَِدب ُمتَنياَدَت اَِذإ ْا َُٰٓونَماَءٱ  ُهُوُبتۡك  ُُۢبِتاَك ۡمَُكنۡيَّب ُبتَۡكيۡلَو
 ِبٱ  ِلۡدَعۡل  َنأ ٌبِتاَك َبَۡأي َلََو ُهَمَّلَع اَمَك َُبتۡكَيٱ 
 ُ َّلل  ِِللُۡميۡلَو ُۡبتَۡكيَۡلفٱيِذَّل  ِهَۡيلَعٱ ُّقَحۡل 
 ِقََّتيۡلَوٱ َ َّلل  ُهَّبَرۥ  ۡيَش ُهۡنِم ۡسَخَۡبي َلََوّٗ َناَك ِنَنف  اٱيِذَّل  ِهَۡيلَعٱ ُّقَحۡل  َلَ َۡوأ ًافيِعَض َۡوأ ًاهِيفَس
 ِلُۡميَۡلف َُوه َّلُِمي َنأ ُعيَِطتَۡسي ُهُِّيلَو ۡلۥ  ِبٱ  ِلۡدَعۡل  َوٱ ْاوُدِهَۡشتۡس  َّل ِنَنف ۡۖۡمُِكلاَج ِّر نِم ِنۡيَديِهَش ۡم 
 َو ٞلُجََرف ِنَۡيلُجَر اَنوَُكيٱ ِنَاَتأَرۡم  َنِم َنۡوَضَۡرت ن َّمِمٱ ِءَٰٓاََده ُّشل  َر ِّكَُذَتف اَُمه  ىَدِۡحإ َّلَِضت َنأ
 اَُمه  ىَدِۡحإٱ   ىَرُۡخۡلۡ  َبۡأَي َلََوٱ َٰٓاََده ُّشل ُء  َۡست َلََو 
 
ْاوُعُد اَم اَِذإَ َۡوأ اًريِيَغ ُهُوُبتَۡكت َنأ ْا َٰٓوُم
 اًرِيبَك َٰٓ  َىِلإ  ِِهلََجأ ۦ  َدنِع ُطَسَۡقأ ۡمُِكل  َذٱ ِ َّلل  َنوَُكت َنأ َٰٓ َِّلَإ ْا َُٰٓوبَاتَۡرت ََّلَأ َٰٓ  َىنَۡدأَو ِةَد  َه َّشِلل ُمَوَۡقأَو
 ۡمَُكنَۡيب اََهنوُريُِدت ّٗةَرِضاَح ًةَر  َِجت ُتَۡعيَاَبت اَِذإ ْا َٰٓوُدِهَۡشأَو َۗاهُوُبتۡكَت ََّلَأ ٌحَانُج ۡمُكَۡيلَع َسَۡيَلف  ۡم 
 ُهَِّنَنف ْاُولَعۡفَت ِنإَو  ٞديِهَش َلََو ٞبِتاَك َّرَٰٓاَُضي َلََوۥ  َو ۗۡمُِكب ُُۢقوُُسفٱ ْاُوقَّت ٱ َۡۖ َّلل  ُمُكُمِّلَُعيَوٱ ُۗ َّلل  َوٱ ُ َّلل 
 ٞمِيلَع ٍءۡيَش ِّلُِكب٢٨٢  
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
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hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika 
yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 
dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 
orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) 
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 
supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 
batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan 
lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa 
bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika 
kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; 
dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 
Pada ayat tersebut terdapat penggalan ayat yang berbunyi “  ِِللُۡميۡلَوٱيِذَّل 
 ِهَۡيلَعٱ ُّقَحۡل ” (Hendaklah orang yang berutang menyebut utang yang wajib 
ditunaikan). Jika dikaitkan dengan milik, maka perkataan h}aqq  itu berarti 
“kewajiban si pemilik untuk  memelihara atau mentransaksikan dengan baik 
harta miliknya.  
Kendatipun ayat-ayat mengenai hak ini lebih banyak disandarkan kepada 
pihak pertama (pemilik), yang tentunya bermakna kewajiban. Misalnya dalam 
QS al-Ma’a>rij/70:24, 
  َوٱ َنيِذَّل  ٞمُولۡع َّم ٞ قَح ۡمِِهل  َوَۡمأ َِٰٓيف٢٢  
Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. 
Pada ayat tersebut terdapat penggalan ayat yang berbunyi “ ٞمُولۡع َّم ٞ قَح” 
(hak [kewajiban]) yang harus ditunaikan kepada orang tertentu). Semua 
pengertian di atas mengenai h}aqq,  menunjukkan bahwa sesuatu yang manjadi 
hak, pada dasarnya, tidaklah sepenuhnya bergantung  pada selera pribadi masing-
masing. Apalagi kalau Negara itu adalah berbentuk Republik, yang menjadi milik 
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rakyat banyak. Negara dimaksud harus diatur sesuai hak dan keinginan rakyat 
secara kolektif, bukan menurut selera perorangan. 
Dalam pada  itu, dalam konstitusi diatur hak kedaulatan rakyat, yang setiap 
individu bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara 
secara demokratis.  Hal ini karena setiap individu terikat pada kewajiban 
menggunakan kedaulatan demi tegaknya Negara dan pemerintahan menuju 
terwujudnya kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan bagi semua warga Negara. 
Kedaulatan rakyat diperlukan sepenuhnya melalui proses musyawarah, 
langsung maupun tidak langsung. Dalam semua negera modern, kedaulatan 
rakyat secara langsung ditunjukkan melalui pemberian suara dalam setiap  
pemilihan umum. Sedangkan kedaulatan secara tidak langsung, adalah ketika 
wakil-wakil rakyat di Parlemen menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya. 
Untuk menunaikan kedaulatan tersebut, dilaksanakanlah pemilihan umum secara 
demokratis, yang sebenarnya merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban bagi 
segenap rakyat. 
Dari perspektif di atas, adalah sebuah kekeliruan moral, jika rakyat tidak 
menggunakan hak pilihnya, sebab ia telah menghianati kedaulatannya sendiri dan 
menghianati amanah kedaulatan kolektif masyarakat yang harus dipikul bersama. 
Logikanya,  orang yang tidak mau menunaikan hak (wajib)  pilihnya, berarti  
tidak bersedia ikut dalam mekanisme Negara. Ia tidak punya wakil penerus 
aspirasi di DPR dan MPR. Ia pun tidak punya kontrak politik dengan 
pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, ia 
tidak berhak menuntut apa-apa dari pemerintah dan Negara. Hal ini, karena 
penyelenggaraan Negara, pemerintahan dan pembangunan, adalah hasil dari  
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proses demokrasi yang didukung hanya oleh orang  yang menggunakan 
kedaulatannya, dibuktikan dengan keikutsertaan dalam pemilihan umum. 
Dalam pada itu,  para pembangkang kedaulatan rakyat (orang-orang yang 
tidak ikut memilih)  mungkin saja turut menikmati kesejahteraan dan  pelayanan 
dari Negara dan pemerintah, akan tetapi, hal itu bukanlah hasil dari kedaulatan 
mereka,  sebab mereka tidak ikut dalam prosesnya, yang bernama pemilihan 
umum. Dari sudut pandang agama,  secara teologis,  semua agama menghendaki 
kemaslahatan dan persatuan. Tak satu pun agama yang mengajarkan pengrusakan 
dan perpecahan.  Karena itu, agama apa pun yang hidup di Indonesia, akan pasti 
mengajarkan perlunya semua warga Negara menggunakan kemaslahatan demi 
kemaslahatan bersama. Dalam hukum pikih Islam, kemaslahatan Negara yang 
ingin dicapai disebut kemaslahatan universal (al-Mas}aliy al-Kulliy), artinya 
“yang diwajibkan oleh syari’at dan diterima oleh semua pihak, tanpa kecuali (al-
Mas}a>lih al-Mu’tabarah)”. Karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan 
kewajiban, menegakkan kemaslahatan orang banyak, adalah otomatis hukumnya, 
wajib pula.  Kaidah mengatakan yakni “ma> la yatimmu al-wa>jib ‘ila> bihi fahuwa 
wajib”  (apa saja yang ketiadaannya menyebabkan tidak sempurnanya sesuatu 
kewajiban, maka hukumnya wajib diadakan).  
Dasar hukum wajibnya memilih pemimpin dan perlunya bermusyawarah, 
sebenarnya, telah disyaratkan oleh ayat-ayat yang telah dikutipkan. Hal ini lebih 
diperkuat lagi dengan perlunya  menggunakan kedaulatan untuk memilih 
pemimpin,  walaupun dalam skala kecil dan sedang dalam perjalanan, Nabi 
Muhammad saw. bersabda; 
.مهدحا  اورمايلاف رفس فى ةثلاث جرخ اذا 
Apabila tiga orang berada dalam perjalanan, maka hendaklah mereka memilih 
seorang pemimpin di antara mereka. 
03 
 
Jika dalam tiga orang saja, agama mewajibkan memilih pemimpin, maka 
apalagi dalam suatu Negara, yang penduduknya lebih dari 220 juta jiwa. 
Sehubungan dengan ini,  menarik sekali pandangan Ibnu T{aymiyyah, pembaharu 
Islam yang sangat radikal berpegang pada al-Qur’an dan Hadis, menyatakan 
bahwa memilih pemimpin adalah wajib hukumnya.  
Ibn T{aymiah mengutip sejumlah hadis, termasuk pula hadis tersebut di 
atas. Ibnu T{aimiyah menekankan betapa wajibnya memilih pemimpin,  sedang 
soal adil tidaknya sang pemimpin merupakan soal penting kedua. Bahkan, ia 
menegaskan bahwa 60 tahun  berada di bawah pemimpin yang zalim jauh lebih 
baik ketimbang sehari hidup tanpa pemimpin. Hal itu karena kehidupan 
bernegara di bawah pemerintahan yang sah, menurut Ibn Taimiyah, adalah 
kekuatan yang dapat melindungi kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya. 
Sejahat-jahat pemimpin dalam satu Negara, tentu masih terdapat kemaslahatan 
yang dapat terlaksana, ketimbang tidak ada pemimpin sama sekali.
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Secara kontekstual, kehidupan bernegara merupakan salah satu dari 
kemaslahatan universal yang wajib diwujudkan karena menjadi tujuan yang 
esensial dari syar’i. Karena itu, penggunaan kedaulatan rakyat demi tegaknya 
Negara dan pemerintahan demokratis adalah  otomatis wajib pula. Bahkan jika 
ditelusuri menurut teori mas}lah}ah mursalah,  dapat dipandang sebagai sesuatu 
yang bersifat fard}u ayn. Artinya, setiap warga Negara seharusnya memenuhi 
kewajibannya memilih pemimpin, sebagai bukti bahwa ia secara pribadi telah 
ikut menegakkan kedaulatannya sendiri, seperti yang dianjurkan oleh hadis Nabi 
Muhammad saw., di atas. 
                                                 




Dalam pada itu, para pembangkang kedaulatan rakyat, yang sengaja tidak 
ikut,  atau pun menganjurkan orang lain untuk tidak ikut dalam proses demokrasi 
dan musyawarah, termasuk dalam pemilihan umum,  jelas telah melanggar tujuan 
syari’ah dan menyia-nyiakan kedaulatannya sendiri. 
 
3. Syu>ra’  dan Demokrasi dalam al-Qur’an 
Banyak pemikir Islam yang menolak prinsip demokrasi, dengan alasan 
bahwa demokrasi sebagai kedaulatan rakyat, adalah bertentangan dengan konsep 
kedaulatan Tuhan. Pemikir-pemikir yang teosentristik itu, yang kebanyakannya 
mengutip pandangan dari pemikir yang sama pada abad pertengahan, menilai 
bahwa pengakuan akan kedaulatan manusia merupakan pelanggaran akidah. 
Dalam sudut pandang mereka, jika manusia memiliki kedaulatan, berarti ia 
berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, sebagai satu-satunya kedaulatan yang 
diakui dalam teologi Islam. 
Mereka yang menolak demokrasi juga menilai, bahwa demokrasi adalah 
produk peradaban sekularis yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip 
ajaran al-Qur’an. Berbarengan dengan itu pula,  jargon-jargon penolakan 
kerasnya terhadap demokrasi semakin marak dengan menjadikan paham  
sekularisme sebagai musuh utama. Apalagi, dalam kurun waktu yang sama, dunia 
Islam memang sedang berhadap-hadapan dengan segala konsep dan perilaku, 
yang berbau Barat, yang merupakan sumber konsep demokrasi modern. Maka 
lengkaplah sudah kebencian dan penolakan keras terhadap demokrasi. Di 
samping karena menggunakan ukuran-ukuran teologis  versi mereka,  juga karena 
benturan pergerakan politik  dan sosial budaya dari zaman ke zaman, yang dalam 
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kurun waktu yang lama melibatkan dunia Barat dan dunia Islam berhadap-
hadapan penuh kecurigaan. 
Sementara dalam konteks otoritas kebenaran, para pengingkar demokrasi 
itu juga  memberi alasan bahwa kebenaran tidak berdasarkan otoritas manusia, 
tetapi berdasarkan otoritas wahyu. Kedaulatan dan kebenaran tidak ditentukan 
oleh  angka-angka yang berkaitan dengan jumlah manusia, tetapi oleh otoritas 
normatif firman-firman Tuhan.  Pada intinya dengan alasan-alasan di atas, 
mereka benar-benar menjadi anti demokrasi sekaligus juga anti Barat. Pemikiran 
demikian lebih mencerminkan sikap eksklusif berdasarkan paradigma fanatisme 
daripada upaya dialogis untuk membangun kebersamaan dalam peradaban baru. 
Saat ini, sebaiknya umat Islam tidak lagi apriori dan menilai negatif 
segala yang datang dari luar, khususnya pemikiran demokrasi tersebut. 
Demokrasi yang diartikan sebagai kedaulatan rakyat, hendaknya jangan 
diperhadapkan dengan kedaulatan Tuhan, sebab rakyat atau manusia itu, juga 
adalah ciptaan Allah swt. Sebagai ciptaan Tuhan, maka kedaulatan manusia 
merupakan anugerah Tuhan kepada manusia untuk berkehidupan yang layak.  
Bertolak dari kedaulatan Tuhan Yang Maha Tunggal, maka dipahami bahwa 
kedaulatan manusia adalah bagian dari kedaulatan, kebijakan, dan kewenangan 
Tuhan yang dilimpahkannya kepada manusia. Dalam kerangka inilah, Tuhan 
memberikan hidayah kecerdasan akal dan segala potensi lainnya kepada manusia. 
Inilah arti sebuah akidah bahwa manusia adalah khalifah Allah di atas permukaan 
bumi. 
Dalam menyelesaikan segala problem kehidupannya, manusia harus 
menggunakan segenap potensi pemberian Tuhan kepadanya. Problem-problem 
kehidupan yang tak dapat diselesaikan secara pribadi, harus diselesaikan melalui 
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proses musyawarah. Musyawarah, tidak lain adalah praktik demokrasi dalam 
Islam, sehingga  demokrasi itu sendiri sejatinya adalah bagian dari ajaran Islam. 
Praktik musyawarah (demokrasi) pernah dijalankan oleh Rasulullah saw. dan 
pada masa pemerintahan al-Khulafa’ al-Ra>syidu>n  pada zamannya. Pada era 
modern, demokrasi kemudian dirumuskan dan dipraktikkan oleh masyarakat 
Barat, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian mereka. Sementara dalam kurun 
waktu yang cukup lama,  konsep dan praktik demokrasi tenggelam sirna dalam 
dunia Islam, akibat kentalnya nepotisme dalam pemerintahan khilafah dinasti 
‘Abbasiyyah dan Umayyah,  termasuk disejumlah kesultanan kecil yang lahir 
sesudahnya. 
Memang benar, bahwa kedaulatan transenden adalah milik Tuhan, tetapi 
ketika kedaulatan Tuhan akan dilaksanakan di muka bumi,  maka ia harus 
diterjemahkan dalam bentuk pemerintahan (kedaulatan) manusia yang 
menyejarah. Sekali lagi,  makna kedudukan manusia sebagai khalifah Allah 
adalah kedaulatan Tuhan terlaksana dan membumi, diselenggarakan dalam 
bentuk kedaulatan manusia yang menyejarah dan membudaya pada ruang dan 
waktu dalam sebuah Negara. Karena itu, ketika Nabi Muhammad saw. wafat, 
Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi untuk menunjuk siapa penggantinya dalam 
memimpin umat. Untuk mengatasinya,  musyawarah merupakan keniscayaan 
dalam memilih Abu Bakar sebagai khalifah, yang meneruskan kepemimpinan 
umat setelah wafatnya Rasulullah saw. 
Demikian pula otoritas kebenaran syari’ah, adalah secara mutlak berada 
pada kewenangan Ilahi, bahkan pada kewenangan manusia. Akan tetapi, ketika  
kebenaran wahyu akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat yang beragam 
aspirasinya, maka dibutuhkan metode penerapan yang disepakati oleh mereka.  
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Proses untuk meramu kesamaan aspirasi itu adalah musyawarah, yang tidak lain 
adalah sebuah bentuk demokrasi. Dengan demikian, kebenaran wahyu dapat 
terbumikan di tengah-tengah masyarakat. Ini sekaligus berarti bahwa  demokrasi 
justeru merupakan bagian dari pelaksanaan wahyu Allah swt., bukan merupakan 
penghalang syari’ah Allah swt. 
Untuk menentukan aspirasi mana yang lebih pantas diterima dalam 
membumikan kedaulatan Tuhan dan kebenaran ajaran-Nya, tentu saja ukuran 
angka mempunyai peran penting. Tidak salah jika dikatakan, bahwa mungkin 
agama Islam lah yang pertama-tama memberi  tempat bagi keabsahan angka-
angka sebagai pembenaran ajaran syari’at. 
Untuk lebih tegasnya, al-Qur’an dan al-Sunnah Rasulullah saw. pada 
hakekatnya telah menetapkan prinsip-prinsip pokok berkaitan dengan kehidupan 
politik, seperti:  al-syu>ra’, keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum, jaminan 
hak manusia, yang kesemuanya memiliki kaitan dengan istilah syu>ra’/ 
musyawarah  dan demokrasi.  
Istilah musyawarah dalam al-Qur’an pada mulanya berarti “mengeluarkan 
madu dari sarang lebah”. Kemudian dikembangkan menjadi “segala sesuatu yang 
dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat)”. Karena itu, 
istilah ini pada dasarnya hanya bisa digunakan pada hal-hal yang baik, sejalan 
dengan makna dasarnya “madu”, yakni  mengeluarkan madu dari sarang lebah. 
Jika demikian, yang bermusyawarah mesti bagaikan lebah, yakni: makhluk yang 
sangat berdisiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya cuma dari yang 
baik-baik (halal), bila hinggap pada satu dahan tidak pernah merusak, dan 
hasilnya madu, ia tidak pernah mengganggu kecuali diganggu, bahkan 
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sengatannya pun dapat menjadi obat. Demikian itulah makna musyawarah, dan 
demikian pula sifat yang seharusnya disandang orang yang bermusyawarah. 
Berbeda dengan musyawarah, demokrasi pada dasarnya dikenal oleh 
manusia dengan tiga cara karakteristiknya dalam menetapkan keputusan yang 
berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu:  
1. Keputusan yang ditetapkan oleh penguasa, 
2. Keputusan yang ditetapkn berdasarkan pandangn minoritas, 
3. Keputusan yang ditetapkn berdasarkan pandangan mayoritas,  dan ini 
biasanya menjadi ciri umum demokrasi.
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Syu>ra’  yang diwajibkan oleh Islam tidak dapat dibayangkan berwujud 
seperti bentuk pertama. Karena hal itu, justeru menjadikan syu>ra’ lumpuh. 
Bentuk kedua pun tidak sesuai dengan makna syu>ra’, sebab apakah keistimewaan 
pendapat minoritas yang mengalahkan pandangan mayoritas. 
Memang ada sebagian pakar Islam kontemporer yang menolak kewenangan  
dengan berdasar firman Allah swt., dalam QS al-Ma>’idah/5:100, 
ُلق  يَِوتۡسَي َّلَٱ ُثِيبَخۡل  َوٱ ُبِّيَّطل  ُةَرۡثَك ََكبَجَۡعأ َۡولَوٱ  ِثِيبَخۡل  َفٱ ْاُوقَّت ٱ َ َّلل  ِيلُْوأ
َٰٓ  َيٱ ِب  َبَۡلۡلۡ 
 َنوُِحلُۡفت ۡمُكَّلََعل٠١١  
Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya 
yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-
orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan". 
Dan firman-Nya dalam QS al-Zukhruf/43:78, 
 َۡدَقل  ِب مُك
 َنۡئِجٱ ِّقَحۡل  َنُوهِر  َك ِّقَحِۡلل ۡمُكََرثَۡكأ َّنِك  َلَو٨٨  
Sesungguhnya Kami benar-benar telah memhawa kebenaran kepada kamu 
tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. 
                                                 
9 M. Quraish Shihab,  Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat 
(Cet. I; Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h.482. 
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Kendatipun pandangan mereka sulit diterima, karena ayat-ayat di atas 
tidak berbicara dalam konteks musyawarah, melainkan dalam konteks petunjuk 
Ilahi yang diberikan kepada para nabi dan ditolak oleh sebagian besar anggota 
masyarakatnya ketika itu. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang sikap masyarakat 
Mekah ketika itu, serta umat manusia dalam kenyataannya dewasa ini. Namun 
demikian, walau musyawarah dalam Islam membenarkan keputusan pendapat 
mayoritas, akan tetapi menurut sementara pakar, ia tidaklah mutlak. Agaknya 
yang dimaksud adalah bahwa keputusan jangan langsung diambil berdasar 
pandangan mayoritas setelah melakukan sekali dua kali musyawarah, tetapi 
hendaknya berulang-ulang hingga dicapai kesepakatan. 
Ini karena musyawarah dilaksanakan oleh orang-orang pilihan dan punya 
integritas diri, yang memiliki sifat-sifat terpuji, serta tidak memiliki kepentingan 
pribadi atau golongan dan dilaksanakan sewajarnya agar disepakati bersama.  
Sekalipun ada di antara mereka yang tidak menerima keputusan, itu dapat 
menjadi indikasi adanya sisi-sisi yang kurang berkenan di hati dan pikiran orang-
orang pilihan walaupun mereka minoritas, sehingga masih perlu dibicarakan lebih 
lanjut agar mencapai mufakat demi menemukan “madu”, atau sesuatu yang 
terbaik demi kepentingan masyarakat bersama. 
Di sinilah letaknya salah satu perbedaan antara musyawarah dalam al-
Qur’an dengan demokrasi dalam makna secara umum (ala Barat). Memang, 
apabila pembicaraan berlarut tanpa menemukan mufakat, dan tidak ada jalan lain 
kecuali memilih pandangan mayoritas, saat itu dapat dikatakan bahwa kedua 
pandangan masing-masing baik, tetapi yang satu jauh lebih baik. Di dalam 
kaidah agama diajarkan, “apabila terdapat dua pilihan yang sama-sama baik, 
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pilihlah yang lebih banyak sisi baiknya; dan jika keduanya buruk, pilihlah yang 
paling sedikit keburukannya”.10 
Dari aspek implikasi pengangkatan pimpinan, terdapat juga perbedaan. 
Walaupun keduanya “musyawarah dan demokrasi” menetapkan bahwa pimpinan 
diangkat melalui kontrak social, namun musyawarah dalam al-Qur’an 
mengaitkannya dengan “perjanjian Ilahi”. Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah 
swt., dalam kaitannya dengan pengangkatan Nabi Ibrahim a.s. sebagai ima>m, QS 
al-Baqarah/2:124, 
 ِِذإَوٱ َٰٓ  َىَلتۡب  ِه  َرِۡبإۧ ُهُّبَر َمۥ  ِۡۖيتَّي ِّرُذ نِمَو َلَاق ۡۖا ّٗماَِمإ ِساَّنِلل َُكلِعاَج يِِّنإ َلَاق 
َُّۡۖنه ََّمَتَأف ٖت  َِملَِكب
 يِدۡهَع ُلَاَني َلَ َلَاقٱ َنيِِمل
 َّظل ٠٢٢  
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat 
(perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: 
"Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". 
Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: 
"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". 
Dari ayat di atas lahir perbedaan ketiga, yakni bahwa dalam demokrasi 
sekular, persoalan apa pun dapat dibahas dan diputuskan. Akan tetapi dalam 
musyawarah yang diajarkan oleh al-Qur’an, tidak dibenarkan untuk 
memusyawarahkan  segala sesuatu yang telah ada ketetapannya dari Tuhan 
secara tegas dan pasti dan tidak pula dibenarkan menetapkan hal yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Ilahi. 
   
B. Eksistensi Musya>warah dalam al-Qur’an   
1. Objek  Musya>warah dalam al-Qur’an  
Dalam al-Qur’an, istilah musyawarah dengan seluruh bentuk derivasinya 
digunakan sebanyak tiga kali, yakni: QS al-Baqarah/2:233; QS A<lu ‘Imra>n/3:159; 
                                                 
10 Lihat, ibid., h.483. 
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dan QS al-Syu>ra’/42:38. Ketiga ayat dimaksud dalam  al-Qur’an yang 
menggunakan musyawarah itu, sekaligus sebagai objek musya>awarah  perspektif 
al-Qur’an, yakni: 
a. Keluarga,  ini tercantum dalam QS al-Baqarah,2:233. 
 َوٱ َت َٰ ِدل َٰ وۡلََ َِّمت يَ ن أَ  دا  ر أَ ۡن  ِملَ ِِۖنۡي لِما  كَ ِنۡي لۡو  حَ َّن ه  د
َٰ لۡو أَ  نۡعِضۡر يٱَ
  ة  عا  ض َّرلَ
َ ى ل  ع  وٱَِدو لۡو  مۡلََ ه لۥََِبَ َّن ه ت  وۡسِك  وَ َّن ه قۡزِرٱَ ِفو  رۡع  مۡلََ َِّلَإَ ٌسۡف نَ  فَّل  ك تَ  لَ
َا هِد ل  ِوبَ
ُۢ ة  ِدل َٰ وَ َّٓرا  ض تَ  لََ  ا ه عۡس  وَ  لَ  وََ هَّلَٞدو لۡو  مۥََِهِد ل  ِوب ۦََى ل  ع  وٱَِثِرا  وۡلََ َۗ ِكل
َٰ ذَ  لۡثِم
َۡمُّتد  ر أَِۡنإ  وَ َۗا  مِهۡي ل  عَ  حا ن  جَ  لَ فَٖر  وا  ش ت  وَا  م هۡن ِّمَٖضا  ر تَن  عَ الَا  ِصفَا  دا  ر أَِۡنإ ف
َ أََّمَم تۡمَّل  سَ ا  ِذإَ ۡم  كۡي ل  عَ  حا ن  جَ  لَ فَ ۡم  ك  د
َٰ لۡو أَ ْآو عِضۡر تۡس تَنَٓاََِبَ م تۡي تا  ءٱََِۗفو  رۡع  مۡلَ
 َوٱَْاو قَّتَٱَ َّللَّ َوٱَْآو  م لۡعََ َّن أٱَ َّللََّٞريِص بَ  نو ل  مۡع تَا  ِمب٣٢٢ََ
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 
makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 
dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 
Ayat di atas di samping menegaskan bahwa objek musyawarah yang 
pertama sekali adalah kehidupan dalam rumah tangga/keluarga, juga memberi 
petunjuk kepada suami-isteri dalam hal membangun dan menyapih anak-anaknya 
yang masih menyusu sebelum berumur 2 tahun. Ini boleh dilakukan dengan 
syarat ada kerelaan dan telah dimusyawarahkan di antara suami-isteri, terutama 





 Dan pada sisi lain, ia juga berbicara tentang wanita-
wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi. 
Dengan menggunakan redaksi berita, ayat di atas memerintahkan dengan 
sangat kukuh kepada para Ibu agar menyusukan anak-anaknya. Lafal al-wa>lida>t  
(تادلاولا) dalam penggunaan al-Qur’an, berbeda dengan penggunaan  ummaha>t  
(تاهما), yang merupakan bentuk jamak dari kata  umm  (ما). Kata ummaha>t  
biasanya digunakan untuk  menunjuk kepada para ibu kandung, sedangkan kata  
al-wa>lida>t,  maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan.  Hal ini 
berarti bahwa al-Qur’an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu Ibu 
kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia 2 tahun. 
Namun demikian, tentunya  air susu ibu kandung lebih baik daripada selainnya. 
Dengan menyusu kepada Ibu kandung, anak merasa lebih tenteram, sebab 
menurut hasil penelitian dari ilmuan, ketika itu bayi mendengar suara detak-detik 
jantung ibu yang telah  dikenalnya secara khusus sejak dalam perut.  Detak-detik 
jantung itu berbeda antar seorang wanita dengan wanita yang lain. 
Sejak kelahiran bayi hingga dua tahun penuh itu,  para ibu diperintahkan 
untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari 
kesempurnaan penyusuan. Pada sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa 
yang menyusu setelah usia tersebut, bukanlah penyusuan yang mempunyai 
dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam 
sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusuinya. 
Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi 
bukanlah kewajiban.  Hal ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, 
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“bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.  Namun demikian, ia adalah 
anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah sudah menjadi perintah 
wajib. Jika Ibu-Bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut,  maka tidak 
mengapa. Akan tetapi hendaknya jangan berlebih dari dua tahun. Karena dua 
tahun telah dinilai sempurna oleh Allah swt. Dengan demikian, penetapan waktu 
dua tahun itu adalah untuk menjadi tolok ukur bila terjadi perbedaan pendapat, 
misalnya, Ibu atau Bapak ingin memperpanjang masa penyusuan. 
Masa penyusuan tidak selalu harus 24 bulan, karena QS al-Ah}qa>f/46:15 
menyatakan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah 30 bulan. Hal ini 
berarti, jika janin dikandung selama 9 bulan, maka penyusuannya selama 21 
bulan. Sedangkan jika dikandung hanya 6 bulan, maka ketika itu, masa 
penyusuannya adalah 24 bulan. 
Tentu saja Ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya 
tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu, penggalan ayat 
berikutnya menyatakan: “Merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya”, 
yakni  ayah, memberi makan dan pakaian kepada para Ibu  (kalau ibu anak-anank 
yang disusukan, itu telah  diceraikannya secara bain, bukan raj’i). Adapun jika 
Ibu bayi itu masih berstatus isteri, walaupun telah ditalak secara raj’i>,  maka 
kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan 
suami-isteri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya,  maka 
suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar. 
Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah, 
seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang 
anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan 
pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma’ru>f,  yakni yang 
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dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu,  seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang Ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya,  yakni jangan sampai ayah mengurangi 
hak yang wajar bagi seorang Ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan 
pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga 
seorang ayah menderita  karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang 
ayah dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya. 
Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan 
fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap 
diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris pun 
berkewajiban demikian,  yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak,  
agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik. 
Adapun yang dimaksud dengan para waris,  adalah yang mewarisi sang ayah, 
yakni anak yang disusukan.  Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari 
ayahnya yang meninggal, digunakan antara lain untuk biaya penyusuan, bahkan 
makan dan minum Ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat, bahwa 
yang dimaksud dengan para waris  adalah para ibu yang menyusui itu. 
Betapapun, ayat ini memberi jaminan hokum untuk kelangsungan hidup dan 
pemeliharaan anak. 
Apabila keduanya, yakni ayah dan Ibu anak itu, ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya,  bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan 
dengan permusyawaratan,  yakni dengan mendiskusikan serta mengambil 
keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya  untuk mengurangi 
masa penyusuan dua tahun itu. 
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Dari sini dipahami adanya tingkat penyusuan, pertama: tingkat sempurna, 
yaitu 2 tahun atau 30 bulan, kurang masa kandungan; kedua:  masa cukup, yaitu 
yang kurang dari masa tingkat sempurna; dan tingkat ketiga, masa yang tidak 
cukup kalau enggan berkata “kurang”, dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu 
yang enggan menyusui anaknya.  Karena itu, bagi yang mencapai tingkat cukup, 
baik dengan alasan yang dapat dibenarkan, misalnya karena sakit, maupun alasan 
yang dapat menimbulkan kecaman, misalnya karena ibu meminta bayaran yang 
tidak wajar—maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya.  
Inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat di atas dengan pesannya, jika kamu,  
wahai para ayah, ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain, dan ibunya tidak 
bersedia menyusuinya, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan 
pembayaran,  kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah  menurut yang 
patut. 
Firman-Nya “Tidak ada dosa bagi kamu”, yakni bagi ayah, memberi kesan 
bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusukan memikul dosa, karena ketika itu,  
air susu yang akan dimilikinya  mubazir, dan kasih sayang kepada anak yang 
tidak dimiliki sepenuhnya, kecuali oleh ibu tidak difungsikannya. 
Menurut Syekh Muhammad Abduh, ini mengandung ajaran bahwa orang 
tua memiliki tanggung jawab bersama dalam menentukan apakah penyusuan 




Menurut al-Qurt}ubi>,  musyawarah merupakan kategori ijtihad. Sementara 
Syekh Rasyid Rid}a>, menegaskan bahwa dalam ayat ini terkandung nilai edukatif. 
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Tuhan bermaksud menanamkan suatu pola interaksi bagi hubungan suami isteri 
yang sehat,  yang tercermin dari sikap keduanya dalam mengambil keputusan 
selalu diawali dengan musyawarah. 
Oleh karena itu, kebiasaan bermusyawarah, yang bermula dari keluarga 
sebagai unit sosial terkecil di dalam masyarakat akan menjadi landasan bagi 
terbinanya  kebiasaan bermusyawarah dalam unit sosial yang lebih besar dan 
rumit, yaitu negara. 
b.  Masyarakat Umum/publik, QS Ali Imran, 3:159. 
اَِمَبف  َن ِّم ٖةَمۡحَرٱ ِ َّلل  َظِيلَغ ًا َظف َتنُك َۡولَو ُۡۖۡمَهل َتِنلٱ ِبَۡلقۡل َلَ ْاو َُّضفن  َِۡۖكلۡوَح ۡنِم
 َفٱ ُفۡع  َو ُۡمهۡنَعٱ ِۡرفَۡيتۡس  ِيف ُۡمهۡرِواَشَو ُۡمَهلٱ ِۡۖرَۡمۡلۡ  َىلَع ۡل َّكََوَتف َتۡمَزَع اَِذَنف
ٱ  ِ َّلل  َِّنإٱ َ َّلل  ُّبُِحيٱ ِّكََوتُمۡل َنِيل ٠٥١  
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya. 
Ayat di atas, secara redaksional, ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. 
agar berlaku lemah lembut dan senantiasa memusyawarahkan persoalan-
persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Namun, ia juga 
merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, 
agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.
13
 
Ayat ini turun karena adanya di antara sahabat tidak disiplin dalam perang, 
sehingga Nabi saw. terkadang mengalami kelelahan (dalam perang Uhud). 
Namun, Nabi Muhammad saw. tetap bersikap lemah lembut, memaafkan 
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sahabat-sahabatnya, serta senantiasa bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya 
dalam menghadapi urusan mereka. 
Ada beberapa sikap yang seharusnya dilakukan seseorang untuk 
menyukseskan musyawarah. Petunjuk-petunjuk tersebut secara tersurat 
disebutkan ada tiga sikap, yang secara berurutan diperintahkan kepada Nabi 
Muhammad saw. untuk beliau lakukan sebelum datangnya perintah 
bermusyawarah. Penyebutan ketiga sikap tersebut, menurut hemat peneliti,  
walaupun dikemukakan sesuai konteks turunnya ayat,  serta mempunyai makna 
tersendiri berkaitan dengan sikap atau pandangan para sahabat,  namun dari segi 
pelaksanaan dan esensi musyawarah, agaknya sifat-sifat tersebut sengaja 
dikemukakan agar ketiganya menghiasi diri Nabi Muhammad saw. dan setiap 
orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu, disebutkan satu lagi sikap yang 
harus dilakukan  setelah musyawarah. Sikap-sikap tersebut sebagian terbaca 
dalam QS A<li ‘Imra>n/3:159 di atas. 
1) Sikap lemah lembut. 
Seseorang yang melakukan musyawarah, apabila ia sebagai 
pemimpin,  harus menghindari tutur kata yang kasar, serta sikap keras 
kepala, karena jika tidak, mitra bicara akan bertebaran pergi. Hal ini 
dipahami dari penggalan ayat di atas, artinya, “Seandainya engkau bersikap 
kasar dan berhati keras,  niscaya mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu”. 
2) Memberi maaf dan membuka lembaran baru. 
Pada penggalan ayat di atas disebutkan sebagai fa’fu ‘anhum  
(maafkan mereka). Kata “maaf” secara harfiah berarti  “menghapus”.  
Memaafkan berarti menghapus bekas luka di hati akibat perlakuan pihak lain 
yang dinilai tidak wajar. Hal itu perlu, karena  tiada musyawarah tanpa pihak 
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lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya bias hadir bersamaan dengan 
sirnanya kekeruhan hati. 
Pada sisi lain,  orang yang bermusyawarah harus menyiapkan mental 
untuk selalu bersedia memberi maaf. Karena mungkin saja ketika 
bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar kalimat-kalimat 
yang bias menyinggung pihak lain. Dan bila hal itu masuk ke dalam hati, 
akan mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi akan mengubah musyawarah 
menjadi pertengkaran. Itulah kandungan pesan “fa’fu ‘anhum”. 
Kemudian orang yang melakukan musyawarah harus menyadari 
bahwa kecerahan atau ketajaman analisis saja,  tidaklah cukup, William 
James, Filosof Amerika kenamaan menegaskan: 
Akal memang mengagumkan. Ia mampu membatalkan suatu argument 
dengan argument lain. Hal ini akan dapat mengantarkan kita kepada 
keraguan yang mengguncangkan etika dan nilai-nilai hidup kita. 
Jika demkian, kita masih membutuhkan “sesuatu” di samping “akal”. 
Terserah Anda, apa nama “sesuatu” itu.  Namailah “indera keenam”  
sebagaimana filosof dan psikolog  menamainya, atau “bisikan atau gerak 
hati”, seperti kata orang kebanyakan, atau “ilham, hidayat, atau firasat” 
menurut nama yang diberikan agamawan. 
Tidak jelas cara kerja “sesuatu” itu, karena datangnya sekejap, 
sekadar untuk mencampakkan informasi yang diduga “kebetulan” oleh 
sebagian orang dan kepergiannya pun tanpa izin orang yang dikunjungi. 
Biasanya “sesuatu” itu mengunjungi orang-orang yang jiwanya dihiasi 
kesucian, karena Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang 
berlaku aniaya (QS al-Baqarah/2:258), kafir (QS  al-Baqarah/2:264), 
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bergelimang dosa atau fasik (QS al-Ma>’idah/5:108),  melampaui batas lagi 
pendusta (QS  al-Mukmin/40:28),  penghianat  (QS Yusuf/12:52), dan 
pembohong (QS al-Zumar/39:3).  
3) Istigfar, dan 
Untuk mencapai hasil yang terbaik ketika  musyawarah,  hubungan dengan 
Tuhan pun harus harmonis. Itulah sebabnya hal ketiga yang harus mengiringi 
musyawarah  adalah permohonan magfirah dan ampunan Ilahi, sebagaimana  
ditegaskan oleh pesan  QS A<li ‘Imra<n/3:159 di atas, “wa istagfirlahum”>.  
4) Tawakkal atau berserah diri hanya kepada Allah. 
Pesan terakhir al-Qur’an di dalam konteks musyawarah, yakni setelah 
musyawarah usai, sebagaimana penggalan QS A<li ‘Imra<n/3:159 di atas yang 
berbunyi,  “ اف َىلَع ۡل َّكََوَتف َتۡمَزَع اَذٱ  ِ َّلل  َِّنإٱ َ َّلل  ُّبُِحيٱ َنِيل ِّكََوتُمۡل ”., 
(Apabila telah bulat tekad, yakni setelah melaksanakan musyawarah dengan 
sempurna, maka berserah dirilah (bertawakkallah) kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri). 
c. Komunitas Mukmin, QS al-Syu>ra>’, 42:38. 
 َوٱ َنيِذَّل ٱ ْاُوباََجتۡس  ْاوُمَاَقأَو ۡمِهِّبَِرلٱ َة  َول َّصل  ا َّمِمَو ُۡمَهنَۡيب  ىَروُش ُۡمهُرَۡمأَو
 َنُوِقفُني ُۡمه  َنۡقَزَر٨٨  
 Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami 
berikan kepada mereka. 
Setelah ayat yang lalu menguraikan tentang hal-hal  yang selalu dihindari 
oleh orang-orang yang wajar memperoleh kenikmatan pribadi, ayat di atas 
mengemukakan apa yang selalu menghiasi diri mereka. Ayat di atas bagaikan 
menyatakan, “Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang 
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benar-benar  memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan salat   
secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun dan syaratnya juga 
dengan khusyu’ kepada Allah, dan  semua  urusan  yang berkaitan dengan 
masyarakat,  maka adalah musyawarah antara mereka,  yakni mereka 
memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat 
otoriter dengan memaksakan pendapatnya,  dan   di samping itu  mereka juga  
dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,  baik harta maupun 
selainnya,  mereka  senantiasa  nafkahkan  secara tulus serta bersinambung, baik 
nafkah wajib maupun nafkah sunnah. 
Huruf-huruf sin  dan  ta’  pada kata  istaja>bu>  berfungsi menguatkan 
istija>bah/penerimaan itu.  Yakni penerimaan yang sangat tulus, tidak disertai 
oleh sedikit keraguan atau kebencian.  Sementara ulama memahaminya dalam 
arti penerimaan yang bersifat khusus,  sebagaimana dilakukan oleh tokoh-tokoh 
al-Ans}a>r di Madinah, ketika mereka menyambut para Muhajirin dari Mekah. 
Huruf  lam  pada kata  lirabbihim  berfungsi menguatkan penerimaan seruan itu,  
karena itu penulis menjelaskannya dalam arti “benar-benar  memenuhi seruan 
Tuhan mereka”. 
Term “syu>ra>’”  terambil dari kata  syaur, dengan makna “mengambil dan 
mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat 
dengan pendapat yang lain.   Istilah ini terambil dari kalimat “لسعلا ترش”  syirtu 
al-‘asal, yang bermakna (saya mengeluarkan madu dari wadahnya.)  Ini berarti 
mempersamakan “pendapat” dengan madu. Dalam pada itu, bermusyawarah 
berarti “upaya untuk  meraih madu itu di mana pun dia ditemukan, atau dengan 




Istilah amruhum/urusan mereka   menunjukkan bahwa yang mereka akan 
musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka, serta yang 
berada dalam wewenang mereka. Oleh karena itu, masalah ibadah mahd}ah/murni,  
yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah, tidaklah termasuk hal-hal yang 
bias dimusyawarahkan.  Pada sisi lain,  mereka yang tidak berwenang dalam 
urusan dimaksud, tidaklah perlu terlibat di dalam musyawarah itu, kecuali jika 
diajak oleh orang yang berwenang, karena boleh jadi yang mereka 
musyawarahkan, adalah persoalan rahasia antar mereka. 
Al-Qur’an tidak menjelaskan bagaimana bentuk syu>ra’,  yang 
dianjurkannya.  Ini untuk memberi kesempatan kepada setiap masyarakat untuk 
menyusun bentuk syu>ra’, yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan 
ciri masyarakat mereka masing-masing.  Perlu diingat bahwa ayat ini turun pada 
periode di mana belum lagi terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan 
politik, atau dengan kata lain belum terbentuknya Negara Madinah di bawah 
pimpinan Rasulullah saw.  Turunnya ayat yang menguraikan syu>ra’  pada periode 
Mekah, menunjukkan bahwa bermusyawarah adalah anjuran al-Qur’an dalam 
segala waktu dan berbagai persoalan, yang belum ditemukan petunjuk Allah di 
dalamnya. 
Firman-Nya “wa mimma> razaqna>hum yunfiqu>n”  mengisyaratkan bahwa 
kaum yang beriman itu bekerja dan berkarya sebaik mungkin sehingga dapat 
memperoleh hasil yang melebihi kebutuhan jangka pendek dan menengah 
mereka, sehingga dapat membantu orang lain.  Sementara ulama 
menggarisbawahi, bahwa kendati semua yang berada dalam genggaman tangan 
seseorang, dia nafkahkan untuk siapa pun, pada hakikatnya, dia juga masih baru 
memberi sebagian dari rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya.  Betapa 
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tidak, bukankah masih banyak rezeki lainnya yang diperoleh, misalnya, rezeki 
kehidupan, udara yang segar, dan pemandangan yang indah, dan lain-lain 
sebagainya, yang tidak luput sesaat pun dari manusia. 
Secara inplisit, ayat di atas menegaskan tentang objek musyawarah. Namun 
secara eksplisit, ia berbicara mengenai karakteristik orang beriman, yang 
meliputi: a) taat dan patuh kepada Allah swt., b) menunaikan salat; c) 
menghidupkan musyawarah, d) berjiwa dermawan.
14
  
Ayat ini menyatakan bahwa orang mukmin akan mendapat ganjaran yang 
lebih baik dan kekal di sisi Allah. Ayat tersebut turun sebagai pujian kepada 
kelompok muslim Madinah (Ans}a>r), yang bersedia membela Nabi Muhammad 
saw. dan menyepakati hal tersebut lewat musya>warah, yang mereka lakukan di 
rumah Abu Ayyub al-Ans}a>ri>. Namun, ayat ini berlaku umum kepada setiap 
kelompok yang ingin melakukan musyawarah.
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Sepintas, al-Qur’an tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap 
persoalan musyawarah. Namun, perlu dipahami bahwa al-Qur’an hanya memberi 
penjelasan dengan rinci tentang hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh nalar 
manusia.  Adapun persoalan yang dapat mengalami perkembangan dan 
perubahan,  al-Qur’an hanya menjelaskan secara global, agar penjelasan tersebut 
dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial-budaya manusia, 
sebagaimana sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: 
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.)دوادوبأ و ملسم هاور( مكايند رمأب ملعأ متنأ16 
Engkau sekalian lebih tahu tentang urusan duniamu.  
 
2. Peserta Musya>warah dalam al-Qur’an  
Sehubungan dengan hal berkaitan peserta yang berhak mengikuti 
musya>warah, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:  
a. Syarat orang yang terlibat dalam musyawarah. 
Persoalan yang dimusyawarahkan barangkali merupaksn urusan pribadi, 
namun boleh jadi urusan masyarakat umum.  Dalam ayat pertama tentang 
musyawarah di atas,  Nabi saw. Diperintahkan bermusyawarah dengan mereka. 
Mereka yang dimaksud adalah  tentu yang dipimpin oleh Rasulullah saw., yakni 
yang disebut umat atau anggota masyarakat. Sementara ayat-ayat yang lain, 
misalnya, dalam QS al-Syu>ra’/42:38, ditegaskan; 
 َوٱ َنيِذَّل ٱ ْاُوباََجتۡس  ْاوُمَاَقأَو ۡمِهِّبَِرلٱ َة  َول َّصل  ا َّمِمَو ُۡمَهنَۡيب  ىَروُش ُۡمهُرَۡمأَو
 َنُوِقفُني ُۡمه  َنۡقَزَر٨٨ 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 
berikan kepada mereka. 
Pada ayat ini mengisyaratkan bahwa yang dimusyawarahkan adalah 
persoalan yang khusus berkaitan dengan masyarakat sebagai satu unit. Akan 
tetapi sebagaimana yang dipraktekkan Nabi Muhammad saw. dan para 
sahabatnya,  tidak tertutup kemungkinan memperluas jangkauan pengertiannya 
sehingga mencakup persoalan individu  sebagai anggota masyarakat. 
                                                 
16 Nawa>wi>, Al-Ima>m Yahya bin Syaraf al- Syarh} Shah}i>h Muslim, Juz VI,  (Cet.II; Mesir: 




Ayat-ayat musyawarah yang dikutip di atas tidak menetapkan  sifat-sifat 
mereka yang diajak bermusyawarah, tidak juga jumlahnya.  Namun demikian dari 
al-Sunnah Nabi saw., serta dari pandangan ulama, diperoleh informasi tentang 
sifat-sifat umum yang hendaknya dimiliki oleh yang diajak bermusyawarah. Satu 
dari sekian riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah berpesan 
kepada al-Ima>m ‘Ali bin Abi T{alib sebagai berikut; 
هناف ليخبلا نرواشت لا و ،جرخملا كيلع قيضي  هناف انابج  نرواشت لا ىلع اي 
اهرش كل نيزي هناف اصيرح نرواشت لا و ، كتياغ نع كب رصقي  نا ىلع اي ملعا و
 قفتم هاور( للها اب نظلا ءوس اهعمجي ةدحاو ةزيرغ صرحلا و لخبلا و نبجلا
.)هيلع17 
Wahai Ali, jangan bermusyawarah dengan penakut, karena dia mempersempit 
jalan keluar. Jangan juga dengan yang kikir, karena dia akan menghambat 
engkau akan tujuanmu. Juga tidak dengan yang berambisi, karena dia akan 
memperindah untukmu keburukan sesuatu.  Ketahuilah wahai Ali,  bahwa 
takut, kikir, dan ambisi, merupakan bawaan yang sama,  kesemuanya 
bermuara pada prasangka buruk terhadap Allah (HR. Muttafaqun ‘Alaihi). 
Al-Ima>m Ja’far al-S{adiq pun berpesan, 
.ىوقت و حصن و ةبرجت و ملح و لقع :لاصخ سمخ هيف نم  كروما ىف رواش 
Bermusyawaralah dalam persoalan-persoalanmu dengan seseorang yang memiliki 
lima hal: akal, lapang dada, pengalaman,  perhatian, dan takwa.18 
Syarat lain yang seharusnya dimiliki orang yang terlibat dalam 
musyawarah seperti yang dapat dipahami dalam  QS Ali Imra>n/3:159, yaitu: (1) 
bersikap lemah lembut; (2) memberi maaf dan membuka lembaran baru; (3)  
adanya kebulatan tekad untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dan 
diputuskan dalam musyawarah. 
                                                 
17 Bukha>ri>, Ab- 'Abdillah Muh}ammad bin Isma>'i>l al- (816 M)و Sah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz II, 
)Cet.I; al-Riya>d: Da>r 'Alam al-Kutub, 1417 H/1996 M.و(, h.210. 
18 M. Quraish Shihab, op. cit.,  h.480. 
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Dalam konteks memusyawarahkan persoalan-persoalan masyarakat, 
praktik yang dilakukan Nabi saw., adalah cukup beragam.  Terkadang beliau 
memilih orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang 
dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, 
bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi. 
Sebagian pakar tafsir membicarakan musyawarah dan orang-orang yang 
terlibat di dalamnya ketika mereka menafsirkan firman Allah swt., dalam QS  al-
Nisa’/4:59, 
 َأَٰٓ  َيَاهُّي ٱ َنيِذَّل  ْاوُعيَِطأ ْا َُٰٓونَماَءٱ َ َّلل  ْاوُعيَِطأَوٱ َلوُس َّرل  ِيلُْوأَوٱ ِرَۡمۡلۡ  ِيف ُۡمتۡعَز  ََنت ِنَنف ۡۖۡمُكنِم
 َىِلإ ُهو ُّدَُرف ٖءۡيَشٱ ِ َّلل  َوٱ ِلوُس َّرل  ِب َنُونِمُۡؤت ُۡمتنُك ِنإٱ ِ َّلل  َوٱ ِمَۡويۡل ٱ  ِرِخَٰٓۡلۡ  َسَۡحأَو ٞرۡيَخ َكِل
 َذ ُن 
 َت ًلًيِوۡأ٥١  
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
Pada ayat di atas terdapat kalimat  u>li> al-amr  yang diperintahkan untuk 
ditaati. Kata amr   di sini berkaitan  dengan kata amr   yang disebutkan dalam  
QS al-Syu>ra’/42:38 (persoalan atau urusan mereka, merekalah yang 
memusyawarahkan).  Tentunya tidak mudah melibatkan seluruh anggota 
masyarakat dalam  dalam musyawarah itu, akan tetapi keterlibatan mereka  dapat 
diwujudkan melalui orang-orang tertentu yang mewakili mereka, yang oleh para 
pakar diberi nama berbeda-beda, sekali ahl al-Hal wa al-/Aqd  dikali lain   Ahl  
al-Ijtiha>d,  dan kali ketiga Ahl al-Syu>ra’. 
Dapat disimpulkan bahwa Ahl al-Syu>ra’   merupakan istilah umum , yang 
kepada mereka para penguasa dapat meminta pertimbangan dan saran.  Jika 
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demikian, ia tidak perlu ditetapkan secara rinci dan  ketat sifat-sifat mereka , 
tergantung pada persoalan apa yang sedang dimusyawarahkan. 
Sebagian pakar kontemporer memahami istilah  Ahl al-Hal  wa al-‘Aqd  
sebagai orang-orang yang mempunyai pengaruh di tengah-tengah masyarakat, 
sehingga kecenderungan mereka kepada satu  pendapat atau keputusan mereka 
dapat mengantarkan masyarakat pada hal yang sama. Syekh Muhammad ‘Abduh 
memahami  Ahl al-Hal  wa al-‘Aqd   sebagai orang yang akan menjadi rujukan 
masyarakat untuk kebutuhan dan kepentingan umum mereka, yang mencakup 
pemimpin formal maupun non-formal, sipil maupun militer. Sedangkan istilah  
Ahl  al-Ijtiha>d  adalah kelompok ahli dan para teknokrat dalam berbagai bidang 
dan disiplin ilmu. 
b. Lapangan musyawarah.  
Al-Qur’an tidak memberikan kebebasan  melakukan musyawarah untuk 
segala persoalan. Di dalam QS A<li ‘Imra>n/3:159 di atas , yang menyuruh Nabi 
saw. melakukan musyawarah, menggunakan kata al-amr  ketika memerintah 
melaksanakan musyawarah (sya>wirhum fi al-amr), yang diterjemahkan penulis 
dengan “persoalan atau urusan tertentu”. Sedangkan QS al-Syu>ra’/42:38 
menggunakan kata amruhum,  yang terjemahannya adalah  “urusan mereka”.19 
Kata amr  dalam al-Qur’an, ada yang dinisbahkan kepada Tuhan dan 
sekaligus menjadi urusan-Nya semata, sehingga tidak ada campur tangan 
manusia pada urusan tersebut, seperti misalnya, firman Allah dalam QS  al-
Isra’/17:85, 
 َۡسيَوَ ََكنُول  ِنَعٱ ِۡۖحو ُّرل  ُِلقٱ ُحو ُّرل  ِرَۡمأ ۡنِم َن ِّم ُمتِيتُوأ َٰٓاَمَو يِّبَرٱ ِمۡلِعۡل  ّٗلًِيَلق َِّلَإ٨٥  
                                                 
19 Lihat, ibid.,  h.476. 
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Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk 
urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit" 
Ada juga amr yang dinisbahkan kepada manusia, misalnya bentuk yang ditujukan 
kepada orang  kedua, misalnya, dalam QS  al-Kahf/18:16, 
 ِِذإَو ٱ ُۡمهوُُمتۡلََزتۡع  َِّلَإ َنوُُدبَۡعي اَمَوٱ َ َّلل  ُوَۡأفَۥٰٓ ْا  َىِلإٱ ِفۡهَكۡل  ِِهتَمۡح َّر ن ِّم مُكُّبَر ۡمَُكل ۡرُشَنيۦ 
 ا َّٗقفۡر ِّم مُكِرَۡمأ ۡن ِّم مَُكل ۡئَِّيُهيَو٠٦  
Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain 
Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu 
akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu 
yang berguna bagimu dalam urusan kamu. 
Atau ada juga yang dinisbahkan kepada orang ketiga, seperti dalam QS al-Syu>ra’ 
/42:38 yang sedang kita bicarakan ini (urusan mereka).  Pada sisi lain, ada juga 
kata amr  yang tidak dinisbahkan itu, yang berbentuk indefinitif, sehingga secara 
umum dapat dikatakan mencakup segala sesuatu, seperti dalam QS al-
Baqarah/2:117, 
 ُعيَِدب ٱ ِت  َو  َم َّسل  َوٱ ِۡۖضَۡرۡلۡ  َُهل ُلُوَقي اَمَِّنَنف ا ّٗرَۡمأ َٰٓ  ىََضق اَِذإَوۥ  ُنوَُكَيف نُك٠٠٨  
Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk 
menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: 
"Jadilah!" Lalu jadilah ia. 
Sedangkan yang berbentuk definitif, maka pengertiannya dapat mencakup 
semua hal, atau pun hal-hal tertentu saja., sebagaimana yang termaktub dalam 
QS al-Isra’/17:85, yang mengkhususkan hal-hal tertentu sebagai urusan Allah.  
Bahkan dalam QS A<li ‘Imra>n/3:128, secara tegas menafikan pula urusan-urusan 
tertentu dari wewenang Nabi Muhammad saw., 
 َسَۡيل  َنِم ََكلٱ ِرَۡمۡلۡ  َنوُِمل  َظ ُۡمهَِّنَنف ُۡمَهب ِّذَُعي َۡوأ ۡمِهَۡيلَع َبُوَتي َۡوأ ٌءۡيَش٠٢٨  
Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah 
menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka 
itu orang-orang yang zalim. 
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Ayat ini turun berkaitan dengan ucapan Nabi Muhammad saw., ketika 
beliau dilukai oleh kaum musyrikin dalam perang Uhud.  Bagaimana Allah akan 
mengampuni mereka, sedang mereka telah mengotori wajah Nabi Muhammad 
saw. dengan darah. Dari riwayat lain dikemukakan, bahwa ayat ini turun untuk 
menegur Nabi Muhammad saw., yang mengharapkan agar Tuhan menyiksa 
orang-orang tertentu dan memaafkan orang-orang lain. Betapa pun dari ayat-ayat 
al-Qur’an, tampak jelas adanya hal-hal yang merupakan urusan Allah semata, 
sehingga manusia tidak diperkenankan untuk mencampurinya, da nada juga 
urusan yang dilimpahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam konteks ketetapan 
Allah dan ketetapan Rasul-Nya yang bersumber dari wahyu, al-Qur’an 
menyatakan secara tegas dalam QS al-Ahza>b/33:36, 
اَمَو  ىََضق اَِذإ ٍَةنِمۡؤُم َلََو ٖنِمۡؤُِمل َناَكٱ ُ َّلل  ُُهلوُسَرَوَۥٰٓ  ُُمَهل َنوَُكي َنأ اًرَۡمأٱ ُةََريِخۡل  ۡنِم
 ِصَۡعي نَمَو ۗۡمِهِرَۡمأٱ َ َّلل  َُهلوُسَرَوۥ  ا ّٗنِيب ُّم ّٗلً
 َلَض َّلَض َۡدَقف٨٦  
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan 
suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan 
mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah 
dia telah sesat, sesat yang nyata. 
Dalam sunnah juga diinformasikan bahwa sahabat-sahabat Nabi 
Muhammad saw. menyadari benar hal tersebut, sehingga mereka tidak 
mengajukan saran terhadap hal-hal yang telah mereka ketahui bersumber dari 
petunjuk wahyu. Umpamanya,  ketika Nabi Muhammad saw. memilih suatu 
lokasi untuk pasukan Islam menjelang berkecamuknya Perang Badar, sahabat 
beliau al-Khubbab bin al-Munzir, yang memiliki pandangan yang berbeda tidak 
mengajukan usulnya kecuali setelah bertanya; sebagaimana HR al-Hakim, 
berikut ini, 
م اذه ابرحلا و ىارلا وه ما للها كلزنا  لزن .ةديكملا و 
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Apakah ini tempat yang ditujukan untuk engkau pilih ataukah ini berdasarkan 
nalarmu, strategi perang, dan tipu muslihat? Tanya al-Khubbab. 
 لب.ةديكملا و برحلا و ىارلا وه 
Tempat ini adalah pilihan berdasar nalar, strategi perang, dan tipu muslihat, 
jawab Nabi Muhammad saw. 
Mendengar jawaban tersebut,  barulah al-Khubbab mengajukan usul untuk 
memilih lokasi lain di dekat sumber air, dan kemudian disetujui oleh Nabi 
Muhammad saw. HR. al-Hakim.  
Ketika terjadi perundingan Hudaibiyah, sebagian besar sahabat Nabi saw., 
terutama Umar bin al-Khattab, amat berat hati menerima rinciannya, namun 
semuanya terdiam ketika Nabi Muhammad saw. bersabda: “Aku adalah 
Rasulullah saw.” 
Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawarahan hanya untuk 
yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan persoalan agama. Pakar yang lain 
memperluas hingga membenarkan adanya musyawarah di samping untuk urusan 
dunia, juga untuk sebagian masalah keagamaan. Alasannya, karena dengan 
adanya perubahan social, sebagian masalah keagamaan belum ditentukan 
penyelesaiannya dalam al-Qur’an maupun sunnah Nabi Muhammad saw. 
Dari sini dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang telah ada 
petunjuknya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui 
Nabi-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan, seperti misalnya, tatacara beribadah. 
Musyawarah hanya dapat dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan 
petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan dunia, baik yang petunjuknya 




Nabi Muhammad saw. bermusyawarah dalam hal-hal berkaitan dengan 
urusan masyarakat dan Negara, seperti persoalan perang, ekonomi, dan social.  
Bahkan dari sejarah diperoleh informasi, bahwa beliau pun bermusyawarah 
(meminta saran dan pendapat) di dalam beberapa persoalan pribadi dan keluarga. 
Salah satu kasus keluarga yang beliau musyawarahkan adalah kasus fitnah 
terhadap isteri beliau Aisyah r.a., yang digosipkan telah menodai kehormatan 
rumah tangga. Ketika gosif tersebut menyebar,  Rasulullah saw. bertanya kepada 
sekian orang sahabat/keluarganya. 
Walhasil, kita dapat menyimpulkan bahwa musyawarah dapat dilakukan 
untuk segala masalah, yang belum terdapat petunjuk agama secara jelas dan 
pasti, sekaligus yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Hal-hal yang 
berkaitan dengan kehidupan ukhrawi, atau persoalan ibadah, tidak dapat 
dimusyawarahkan. Bagaimana dapat dimusyawarahkan, sedangkan nalar dan 
pengalaman manusia tidak dan belum sampai ke sana. 
c. Orang yang direkomendasi untuk bermusyawarah.  
Secara tegas dapat terbaca bahwa  perintah bermusyawarah dalam QS A<lu 
‘Imra>n/3:159, ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini dengan mudah 
dipahami dari redaksi perintahnya yang berbentuk tunggal. Namun demikian, 
para pakar al-Qur’an sepakat berpendapat bahwa perintah musyawarah ditujukan 
kepada semua orang. Bila Nabi Muhammad saw. saja diperintahkan oleh al-
Qur’an untuk bermusyawarah,  padahal beliau adalah orang yang ma’s}u>m  
(terpelihara dari dosa atau kesalahan), apalagi manusia-manusia selain beliau. 
Tanpa analogi di atas,  petunjuk ayat ini tetap dapat dipahami berlaku 
untuk semua orang, walaupun redaksinya ditujukan kepada  Nabi Muhammad 
saw.  Di sini Nabi Muhammad saw. berperan sebagai pemimpin umat, yang 
33 
 
berkewajiban menyampaikan kandungan ayat kepada seluruh umat, sehingga 
sejak semula, kandungannya telah ditujukan kepada mereka semua. 
Perintah bermusyawarah pada ayat di atas turun setelah peristiwa 
menyedihkan pada Perang Uhud.  Ketika itu, menjelang pertempuran,  Nabi 
Muhammad saw. Mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk memusyawarahkan 
bagaimana sikap menghadapi musuh yang sedang dalam perjalanan dari Mekah 
ke Madinah.  Nabi Muhammad saw. cenderung untuk bertahan di kota Madinah, 
dan tidak keluar menghadapi musuh yang datang dari Mekah. Sahabat-sahabat 
beliau terutama kaum muda yang penuh semangat mendesak agar kaum muslim 
di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw., keluar menghadapi musuh. Pendapat 
mereka itu memperoleh dukungan yang mayoritas, sehingga Nabi saw. 
menyetujuinya. Akan tetapi, peperangan berakhir dengan gugurnya  tidak kurang 
dari tujuh puluh orang sahabat Nabi Muhammad saw. 
Konteks turunnya ayat ini, serta kondisi psikologis yang  dialami Nabi 
Muhammad saw.  dan sahabat beliau setelah turunnya ayat ini, amat perlu 
digarisbawahi untuk melihat bagaimana pandangan al-Qur’an tentang 
musyawarah.  Ayat ini seakan-akan berpesan kepada Nabi Muhammad saw., 
bahwa musyawarah harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan, walaupun 
terbukti pendapat yang pernah mereka putuskan keliru.  Kesalahan mayoritas 
lebih dapat ditoleransi dan menjadi tanggung jawab bersama dibandingkan 
dengan kesalahan seseorang meskipun diakui kejituan pendapatnya sekalipun. 
Dalam literature keagamaan ditemukan ungkapan; 
.داختسا نم مدن لا و راشتسا نم باخ ام 
Takkan kecewa orang yang memohon petunjuk kepada Allah tentang pilihan 




Dalam pada itu, Orang yang patut direkomendasi untuk mengikuti 
musyawarah adalah para Ahl al-syu>ra’ yakni mereka yang mempunyai pengaruh 
di tengah-tengah masyarakat. Orang yang menjadi rujukan masyarakat untuk 
kebutuhan dan kepentingan umum masyarakat, yang meliputi: pemimpin formal 
dan non-formal, sipil maupun militer. Termasuk kelompok-ahli, para tehnokrat 
dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu, dan sebagainya dengan syarat memiliki 
integritas yang tinggi serta bertanggung jawab. 
 
3.  Praktek Musya>warah  dalam Sejarah. 
a. Musya>warah pada Era Nabi Muhammad saw. 
Kedudukan Muhammad saw. sebagai nabi dan rasul, pada hakekatnya, 
bukan produk musyawarah, meskipun Muhammad saw. sebagai kepala negara di 
Madinah adalah hasil musyawarah. Musyawarah yang dimaksud terakhir ini, 
berlangsung dua kali, yakni di Aqabah yang berlangsung di pinggir Kota Mekah 
sebelum hijrah. Mereka yang ikut dalam musyawarah itu adalah delegasi dari 
masyarakat Yatsrib (nama kota sebelum menjadi Madinah), yang pesertanya 
tidak semuanya Muslim. Bahkan, Abbas, paman Nabi saw., yang ikut mengawasi 
jalannya musyawarah perjanjian (semacam kontrak sosial), itu masih tetap 
menganut kepercayaan leluhurnya. 
Dalam pada itu, praktik musyawarah telah mewarnai interaksi sosial sejak 
awal, yakni ketika utusan dari masyarakat Yatsrib  itu mengundang Nabi menjadi 
h}akam  (referensi hukum dan kebijakan eksekutif) di kalangan mereka di Yatsrib. 
Tradisi tersebut telah dijalankan oleh Nabi saw., ketika dirinya kemudian 
memimpin negara Madinah. Dari sini terlihat bahwa musyawarah sebagai wujud 
nyata dari demokrasi mempunyai dasar yang kuat dalam sejarah Islam. Mufasir 
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memahaminya sebagai ajaran pokok dalam Islam. Untuk pemerintahan dan 
negara. Di samping 3 ayat di atas,  masih ditemukan juga sejumlah riwayat dari 
Rasulullah yang menganjurkannya. Al-Zamakhsyari> dalam uraian tafsirnya,  juga 
mengutip hadis yag berbunyi:  ma> tasya>wara qawumun qath,  illa> hadawu li 
arsyadi amrihim (tiadalah bermusyawarah suatu kaum, kecuali ditunjukkan solusi 
cerdas bagi urusan mereka). Akan tetapi yang paling masyhur di antara sekian 
hadis mengenai musyawarah ini adalah hadi s al-Ima>m al-Turmu>zi> dari Abu 
Hurairah, yang berbunyi: ma ra’aytu ahada aktsara musyawarah li ashabi min 
Rasulillah (tak pernah aku melihat seorang yang lebih banyak  bermusyawarah 
bersama sahabat-sahabatnya  ketimbang Rasulullah). 
Dalam al-Qur’an tidak ditemukan satu pun ayat yang mengatur secara 
teknis tentang sistem pelaksanaan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa 
sistem dan teknis pelaksanaan musyawarah diserahkan kepada umat manusia 
sesuai dengan kondisi dan zamannya masing-masing. Akan tetapi tidak dapat 
diingkari bahwa musyawarah memang pernah terlaksana dalam sejarah politik 
umat Islam, yang harus diungkap dengan menelusuri sejarah awal perkembangan 
politik umat Islam, khususnya pada zaman Nabi Muhammad saw. beserta pada 
zaman sahabat Nabi saw. 
Rasulullah saw. bisa saja mengambil keputusan tanpa musyawarah, sebab 
setiap saat beliau  memperoleh bimbingan transedental dari Allah swt. tetapi 
kapasitasnya sebagai nabi penerima wahyu, tidak menghalanginya untuk 
melaksanakan musyawarah bersama sahabat-sahabatnya, karena musyawarah 
dalam mengadapi persoalan adalah perintah langsung dari Allah yang termaktub 
dalam al-Qur’an (QS A<lu ‘Imra>n/3:159). 
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Sejumlah alasan dikemukakan oleh ulama mengapa Rasulullah saw. 
menganggap penting pelaksanaan musyawarah dalam mengahadapi segala 
urusan. Musyawarah bagi Rasulullah saw.  dapat ditafsirkan sebagai bentuk 
pemberian dukungan moral kepadanya dalam melakukan sesuatu, sebab setiap 
sahabat yang ikut dalam musyawarah pasti akan turut bertanggung jawab 
sepenuhnya dalam melaksanakan dan menyukseskan putusan-putusannya. Dalam 
pada itu, tujuan musyawarah Rasulullah adalah  untuk mengetahui pendapat 
mana yang memperoleh dukungan secara luas untuk diamalkan bersama. Selain 
itu, ia juga bakal menjadi sunnah yang akan ditiru dan dijadikan rujukan oleh 
umatnya dikemudian hari.
20
 Ini berarti bahwa musyawarah sebagai prototipe 
demokrasi akan dikembangkan dalam sistem kenegaraan sepeninggal Rasulullah 
saw. 
Sadar akan pentingnya musyawarah dalam kehidupan berumah tangga, 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga Rasulullah saw. 
memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk melanjutkan pelaksanaan musyawarah 
ini dalam setiap urusan. Ini terlihat pada keempat khalifah dari khulafa al-
Ra>syidu>n, masing-masing memperaktekkannya tradisi Rasulullah saw. itu dalam 
menjalankan pemerintahan mereka, bahkan tradisi tersebut berlanjut, meskipun 
terbatas, sampai ketika pemerintahan Islam beralih menjadi sistem monarki. 
Khalifah-khalifah Islam mengajak para pembesar dan amir  (panglima) kerajaan 
untuk bermusyawarah dalam urusan kenegaraan. Malah secara formal di 
Andalusia (Spanyol Islam)  terdapat semacam Majlis Syura’ yang menghimpun 
aspirasi para pembesar dan amir  kerajaan. 
                                                 
20 Muhammad Jalal Syaraf,  Al-Fikr al-Siya>si>  fi> al-Isla>m  (Cet.II; Iskandariyah: Da> al-
Jam’iyat, 1997), h.70. 
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Pada era kepemimpinan Rasulullah saw., terdapat sejumlah model 
pelaksanaan musyawarah, di antaranya adalah Piagam Madinah, yang merupakan 
prestasi brilian yang monumental dalam sejarah kenegaraan di Madinah. Betapa 
tidak, untuk menyusun Piagam Madinah, di samping melibatkan golongan Islam 
Anshar dan Muhajirin, Nabi Muhammad saw., juga melibatkan kabilah-kabilah  
umat agama lain. Dalam kasus ini, Nabi saw. sangat memperhatikan aspirasi 
setiap golongan, etnis, dan agama yang bermukim di Madinah, sepanjang hal itu 
memberi keuntungan bersama. Di sini, Nabi Muhammad saw.  memperlihatkan 
betapa perlunya mengakui dan menghargai eksistensi dan hak-hak golongan lain, 
seberapa pun kecil jumlahnya, demi terlaksananya musyawarah (demokrasi) 
dengan baik.
21
 Berlanjut ke era sahabat, khususnya al-Khulafa>’ al-Ra>syidu>n, 
kasus-kasus  musyawarah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. 
di atas, akan dikemukakan sebagai berikut; 
b. Musya>warah pada Era al-Khulafa>’ al-Ra>syidu>n. 
Sejauhmana praktik musyawarah pada awal sejarah Islam pasca Rasulullah 
saw., terutama pada era al-Khulafa>’ al-Ra>syidu>n.  Sebelumnya, suatu hal yang 
perlu diingat bahwa Nabi Muhammad saw. tidak pernah menetapkan mekanisme 
pelaksanaan musyawarah yang baku dan khas Islam.  Hal ini dimaksudkan agar 
umat memperoleh keluasan dalam memilih berbagai alternatif, sesuai dengan 
kondisi sosial dan perkembangan zamannya yang selalu berubah dan berbeda, 
sehingga mereka tidak pernah merasa sempit dalam melaksanakan musyawarah 
dimaksud. 
                                                 
21 W. Montgomery Watt,  Muhammad at Madinah  (Second Publishing; Oxford: Oxford 
University Press, 1972), h.221-228. 
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Untuk itu, wujud pelaksanaan musyawarah terpulang  sepenuhnya kepada 
umat, atas dasar komitmen untuk mewujudkan kemaslahatan negara dan 
pemerintahan yang baik, sebagaimana apa yang oleh Abd al-Rah}ma>n A’z}am 
telah nyatakan bahwa musyawarah selalu mengacu pada sebuah komitmen yang 
harus diemban bersama, oleh para pemimpin yang berkompeten sebagai 
perwakilan, meskipun format dan teknis pelaksanaannya berbeda-beda dari 
zaman ke zaman, atau antara satu tempat ke tempat yang lain.
22
 
Di samping sistem, persoalan serius lainnya adalah wujud lembaga 
perwakilan yang disebut Uliy al-Amr.  Menurut Mahmud Hilmi, salah satu 
pengertian Uliy al-Amr, ialah para cendekiawan, pemimpin, dan para teknokrat 
yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk kemaslahatan umat. Ruang 
lingkup keahlian dan pengabdian Uliy al-Amr  ialah seluruh hajat umat, meliputi 
politik dalam dan luar negeri, pertahanan, ekonomi, peradilan, keagamaan, dan 
sebagainya.  Untuk itu, dibutuhkan tokoh-tokoh yang profesional-cermat, daya 
intelektualitasnya tinggi, analisisnya tajam, mampu menetapkan kebijakan yang 
tepat, dan dikenal oleh masyarakat lewat pemikiran yang cemerlang dan 
tindakannya yang amanah.
23
  Mereka itulah yang disebut Uliy al-Amr yang 
menjadi refresentasi masyarakat dalam penataan kemaslahatan hidupnya. 
Pada zaman Nabi Muhammad saw., yang tergolong sebagai Uliy al-Amr  
ialah para sahabat terdekatnya, yang mampu mengetahui solusi permasalahan 
umat, apalagi komitmen perjuangannya untuk kemaslahatan tak diragukan lagi.  
Pelaksanaan musyawarah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, 
                                                 
22 ‘Abd al-Rah}ma>n ‘A’z}a>m,  al-Risa>lah al-Khali>fah  (Cet.II; Bairu>t-Libna>n:  Da>r al-Salam, 
2007), h.137. 
23 Lihat Mahmud Hilal dalam   Niz}a>m al-H{ukm al-Isla>mi>,  sebagaimana dikutip oleh 




khususnya al-Khulafa>’ al-Ra>syidu>n,  menunjukkan bahwa praktek politik dalam 
sejarah Islam bersifat demokratis, walaupun bernama khila>fah  (kekhalifahan). 
Karena itu, Abu Bakar menjadi khalifah, bukanlah atas penunjukan langsung dari 
Nabi saw. sendiri, melainkan sebagai hasil musyawarah yang dilakukan oleh 
beberapa orang sahabat setelah Nabi saw. wafat. Untuk pertamakalinya  dalam 
suksesi awal sejarah politik Islam, seorang kepala negara justru dipilih melalui 
musyawarah. 
Proses pemilihan Abu Bakar terlaksana secara spontan tanpa dirancang 
sebelumnya. Dalam suasana masih sibuk-sibuknya mengurus jenazah Nabi 
Muhammad saw.,  berlangsunglah pertemuan sepihak kaum Ans}a>r di Balai Bani> 
Sa’idah, untuk memilih Khalifah (pengganti)  Rasulullah saw.  Sa’ad bin 
‘Ubadah, pemuka kaum Khazraj dari golongan Ans}ar ditokohkan sebagai calon 
kuat pengganti Rasulullah saw. 
Ketika berita tersebut sampai kepada kaum Muhajirin, maka mereka 
diwakili oleh Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, dan Abu ‘Ubaidah segera menuju 
ke tempat pertemuan. Secara spontan dan alamiyah, kaum Muhajirin menempuh 
cara perwakilan dengan mempercayakan masa;ah itu kepada tokoh-tokoh yang 
kapabel sebagai Uliy al-Amr,  meskipun belum ada mekanisme dan lembaga 
formal sebagai perwakilan mereka. Di awal pertemuan,  terjadi perdebatan sengit 
mengenai golongan yang paling berhak menjadi pengganti Rasulullah. Masing-
masing pihak, Muhajirin dan Ans}ar mengklaim golongannya dengan argumen-
argumen yang sama kuatnya. Namun, ketika kaum Muhajirin menyampaikan 
hadis Nabi saw., yang berbunyi: al-a’immah min Quraisy  (pemimpin itu haruslah 
dari Quraisy), maka akhirnya kaum Ans}ar pun mengalah dan memberi 
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Pada mulanya, Abu Bakar mengusulkan Umar bin al-Khattab dan Abu 
‘Ubaidah bin Jarrah untuk menjadi calon Khalifah. Akan tetapi keduanya 
menolak dan sepakat untuk menunjuk  Abu Bakar sendiri sebagai calon tunggal, 
dengan alasan bahwa dialah sahabat terdekat Rasulullah saw., dan telah 
dipercaya menggantikannya sebagai imam salat sejak Rasulullah jatuh sakit. 
Basyir bin Sa’ad dari kaum Ans}ar langsung berbaiat (bersumpah) mengakui Abu 
Bakar sebagai Khalifah, kemudian diikuti oleh ‘Umar bin Khattab dan Abu 
‘Ubaidah, serta segenap sahabat yang hadir dalam pertemuan itu, kecuali Sa’ad 
bin ‘Ubadah. Dengan demikian, sejak tahun 632 M (10 H), resmilah Abu Bakar 




Legitimasi terpilihnya Abu Bakar lebih diperkuat oleh adanya dua bai’at. 
Bai’at terbatas (Bay al-Khas}s}ah), dan sehari kemudian terjadi pula bai’at secara 
umum (baiy al-‘Ammah) yang berlangsung di Masjid Nabawi. Dalam bai’at 
secara luas, segenap sahabat Nabi saw., turut berbai’at kecuali menantu 
Rasulullah, Ali bin Abi Thalib bersama isterinya, Fatimah binti Rasulullah. Ali 
nanti berbai’at setelah isterinya, Fatimah binti Rasulillah  wafat beberapa bulan 
kemudian. Kalau mau jujur, inilah cikal bakal perpecahan umat Islam menjadi 
                                                 
24 Sementara itu, kaum Muhajirin pun mengemukakan alas an,  mengapa mereka merasa 
lebih berhak menjadi Khalifah sepeninggal Rasulullah saw., bahwa kaum Muhajirinlah yang 
pertama-tama beriman kepada Nabi saw., mereka sanggup menanggung segala penderitaan 
bersama Nabi saw. Di Mekah,  dan mereka adalah kerabatnya dari suku Quraisy, sedang pada 
umumnya suku-suku Arab, tidak mau tunduk kecuali di bawah kendali  suku Quraisy. Lihat 
Muhammad Amin,  Fajr al-Isla>m  (Cet.II; Kairo: Maktabah al-Fala>h}, 2004), h.252. 
25 Hasan Ibrahim Hasan,  Ta>rich al-Isla>mi> al-Siya>si> wa al-Di>ni> wa al-S|aqa>fi> wa al-Ijtima>’i>  
(Cet.IV; Mis}r: Maktabah al-Nahd}iyyah, 1997), h.189. 
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dua kelompok besar, yakni sunni dan Syi’ah. Sunni adalah kelompok yang 
mengakui legitimasi al-Khulafa>’ al-Ra>syidu>n  yang diawali oleh Khalifah Abu 
Bakar; sedangkan Syi’ah adalah kelompok yang menolak legitimasi tersebut, 
kecuali hanya mengakui Ali sebagai Khalifah yang sah. Syi’ah, yakni  Syi’atu 
‘Aliy  (golongan yang setia pada Ali), berpendapat bahwa hanya Ali yang berhak 
menjadi Khalifah atau Imam menggantikan Rasulullah saw., karena statusnya 
sebagai Ahl al-Bait  (Keluarga Terdekat) Rasulullah saw. 
Setelah dua tahun menjabat Khalifah, Abu Bakar wafat pada tahun 634 M. 
Beberapa hari menjelang wafatnya, Abu Bakar mengambil langkah yang 
dianggapnya paling aman guna menghindari keributan dalam perebutan jabatan 
Khalifah.  Abu Bakar melakukan konsultasi perorangan dengan tokoh-tokoh 
kaum Muhajirin dan Ans}ar yang berkompeten sebagai Uliy al-Amr,  meminta 
pandangan mereka mengenai pribadi  Umar bin al-Khathab sebagai calon tunggal 
Khalifah yang diusulkannya sendiri. Di antara mereka yang diajak berkonsultasi 
untuk mensosialisasikan pencalonan Umar, ialah Abd al-Rah}man bin ‘Auf, 
‘Usman bin ‘Affa>n, dan ‘Usai bin Hudair al-Ans}a>ri>. 
Ketika Abd al-Rah}ma>n bin ‘Auf  ditanya oleh Abu Bakar mengenai pribadi 
‘Umar, ia menjawab: “Engkau lebih tahu daripada aku, dialah orang yang terbaik 
menurut pendapatmu, Namun Umar itu orangnya kasar”. Kata Abu Bakar: 
“Munkin hal itu, karena Aku dilihatnya lemah”.  Ketika Usman bin Affan 
mendapat giliran ditanya tentang pribadi ‘Umar, ia menjawab: “Apa yang ada 
dalam hatinya lebih baik daripada apa yang yang tampak, dan tak seorang pun di 
antara kami yang menyamai kebaikannya”. Jawaban seperti ini pula yang 
diberikan oleh Usaid bin Hudair,  sambil menambahkan bahwa tak seorang yang 
melebihi kemampuan Umar memikul tanggung jawab sebagai Khalifah. 
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Sesudah itu, Abu Bakar pun berkonsultasi dengan Said bin Zaid dan merasa 
bahwa pendiriannya semakin mantap untuk merekomendasikan Umar menjadi 
Khalifah. Abu Bakar kemudian memerintahkan Usman bin Affan menulis wasiat 
penetapan Umar sebagai calon tunggal Khalifah,  yang akan resmi diangkat 
sepeninggal Abu Bakar. Akhirnya, Abu Bakar  memanggil Umar bin al-Khathab 
untuk menerima pencalonan sebagai Khalifah pengganti Abu Bakar.
26
 
Hal yang dilakukan Abu Bakar di atas adalah sebagai suatu proses awal 
sebuah demokrasi lewat musyawarah-konsultatif terbatas dengan orang-orang 
yang dipandangnya kapabel sebagai Uliy al-Amr.  Mereka diyakini sebagai 
representasi (wakil-wakil) yang memahami solusi permasalahan masyarakat, 
meskipun lembaga perwakilan belum ada, karena mereka tidak dipilih secara 
formal dalam suatu pemilihan umum. 
Berbeda dari dua sistem pemilihan di atas, lahir pula sistem baru yang 
terjadi secara spontan ketika Umar menghadapi akhir hayatnya.  Ketika 
kondisinya semakin kritis, akibat percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh 
Abu Lu’luah, Umar tidak merekomendasi seorang pun calon untuk menjadi 
Khalifah sesudahnya. Umar justeru lebih tertarik untuk melembagakan Uliy al-
Amr   sebagai Dewan Perwakilan yang lebih berhak memilih Khalifah. Ia lalu 
menunjuk 6 orang sahabat menjadi anggota dewan, dengan tugas pokok memilih 
Khalifah penggantinya. Mereka adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, 
Sa’ad bin Abi Waqas,  ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Auf, Thalhah, dan Zubair bin 
Awwam, yang semuanya mempunyai hak suara dan hak pilih. Sebagai 
pendamping, ditunjuk pula putranya, Abdullah bin ‘Umar, yang hanya punya hak 
suara, tetapi tidak punya hak untuk dipilih, guna menghindari nepotisme. 
                                                 
26 Hasan Ibrahim Hasan, ibid., h.214. 
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Lembaga Uliy al-Amr  itu, diperintahkan melaksanakan musyawarah 
dengan ketentuan: 
a. Bahwa proses pemilihan tidak lebih dari tiga hari. 
b. Tokoh-tokoh kaum Ans}ar diberi hak suara, tetapi tidak berhak dipilih. 
c. Ahl al-Bait,  keluarga dekat Rasulullah, seperti Hasan bin Ali, ‘Abdullah bin 
‘Abbas, juga diberi hak suara, tetapi tidak berhak dipilih. 
d. Untuk menetapkan siapa yang terpilih dari enam orang anggota inti Uliy al-
Amr  tersebut, Umar memberi ketentuan, bahwa apabila lima di antaranya 
sepakat memilih Khalifah, maka sebaiknya sisa seorang  yang menolaknya 
dibereskan (dihukum mati). 
e. Jika empat orang sepakat memilih Khalifah, maka dua orang lain yang 
menolaknya pun akan dibereskan. 
f. Tetapi, jika jumlah orang yang memilih dan yang menolaknya seimbang (3:3), 
maka yang terpilih ialah kandidat, yang didukung oleh ‘Abdullah bin ‘Umar, 
dan semua yang menolaknya harus dibereskan. 
g. Hasan Ibrahim Hasan menambahkan, bahwa jika putusan ‘Abdullah bin Umar 
tidak disepakati, maka yang diterima adalah pencalonan yang didukung oleh 
kelompok ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Auf.27 
Ketika Dewan Uliy al-Amr  itu bersidang, Abd al-Rah}ma>n bin ‘Auf 
langsung menawarkan: Siapa di antara mereka yang bersedia melepas haknya 
untuk dipilih?  Maka dialah yang menjadi pemegang otoritas penuh untuk 
menentukan Khalifa terpilih. Karena tak seorang pun bersedia menerima tawaran 
tersebut, maka ‘Abd al-Rah}ma>n sendiri yang menyatakan dirinya  mundur dari 
pencalonan, dan otomatis dirinyalah yang berhak menentukan Khalifah.  Semua 
                                                 
27 Hasan Ibrahim Hasan, Ta>rich al-Isla>mi>,  Juz  I, h.259-260. 
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anggota, termasuk Ali bin Abiy Thalib, menerima ketentuan ini, kecuali Thalhah 
karena tidak sempat hadir.  Ali menerimanya dengan syarat ‘Abd al-Rah}ma>n 




Untuk menentukan pilihannya, Abd al-Rah}ma>n menjaring aspirasi dari 
tokoh masyarakat yang tidak tergabung dalam Dewan Uliy al-Amr.  Bahkan 
menurut riwayat dari al-Mizwar bin al-Makramah, Abd al-Rah}ma>n menyamar 
dan mendatangi segenap pelosok Madinah untuk menanyai  satu per satu tokoh 
kaum Muhajirin dan Ans}ar yang dijumpainya tentang siapa di antara Ali dan 
Usman yang mereka inginkan jadi Khalifah. Dari hasil jajak pendapat tersebut 




Namun, kelihatannya Abd al-Rah}ma>n belum puas, dan membawa persoalan 
ini secara terbuka dalam Masjid Nabawi di Madinah, sehingga pendukung Ali 
dan pendukung Usman bin Affan berhadapan secara frontal dengan suasana yang 
cukup tegang. Dalam suasana seperti itu, Abd al-Rah}ma>n memanggil Ali dan 
Usman secara bergantian, memintai mereka pernyataan kesediaan untuk 
dicalonkan menjadi Khalifah, dengan berpegang pada al-Qur’an dan al-Sunnah, 
sebagaimana Abu Bakar dan Umar sebelumnya. Dalam menyatakan kesediaan, 
Ali berkata: “Saya berharap dapat melakukannya sesuai dengan ilmu dan 
kemampuan saya”. Kemudian tanpil pula Usman yang menyatakan secara 
singkat dan tegas, “Ya, Aku bersedia”. Berdasarkan jawaban tegas itulah, maka 
                                                 
28 Ibn al-As\i>r,  al-Ka>mil fi> al-Ta>rich,  Juz III, (Cet.II; Bairu>t-Libna>n: Da>r al-Fikr, 2003), 
h.68-69. 
29 Qutaibah, al-Ima>mah wa al-Siya>sah, h.30. 
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spontan Abd al-Rah}ma>n membai’at  Usman bin Affan menjadi Khalifah, 
kemudian diikuti oleh para jamaah yang hadir di Masjid itu. 
Dalam menunaikan tugasnya sebagai khalifah, menurut sejarah, Usman bin 
Affan dibayangi kekhawatiran akan digerogoti oleh lawan-lawan politiknya, 
terutama dari kalangan pendukung Ali bin Abi Thalib. Dalam pada itu, Usman 
pun memperkuat pemerintahan dengan mengangkat banyak keluarga sebagai 
pelindung. Kedudukan penting pada umumnya dijabat oleh keluarga Usman bin 
Affan.  Hal ini menjadi bumerang, karena nepotisme seperti ini , akhirnya sangat 
dibenci oleh orang banyak.  Kebencian rakyat mencapai puncaknya dengan 
datangnya sekelompok pasukan dari Mesir mengepung rumah Usman bin Affan.  
Terjadilah peristiwa yang dalam sejarah Islam disebut al-fitnah al-kubra>’  
(bencana yang paling dahsyat), karena peristiwa itu berakhir dengan terbunuhnya  
Khalifah Usman bin Affan di ujung tombak pemberontak dari Mesir.
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Dalam suasana yang kacau-rusuh itu, para pemberontak mendesak Ali 
untuk menerima jabatan Khalifah menggantikan Usman bin Affan.  Pada 
mulanya, Ali bin Abi Thalib sangat menolak, akan tetapi karena Dewan Uliy al-
Amr  yang pernah dibentuk Umar bin al-Khathab, tidak dapat bekerja memilih 
Khalifah, maka guna menghindari kevakuman,  akhirnya Ali pun menerima 
desakan untuk memangku jabatan Khalifah.  Legitimasi jabatan Khalifah bagi 
Ali, ditandai dengan datangnya umat Islam dari Madinah untuk berbai’at 
kepadanya.  Mereka yang tidak turut berbai’at hanya  orang-orang tertentu,  di 
antaranya Aisyah (isteri Nabi Muhammad saw.), Muawiyah bin Abi Sufyan,  
Marwan, dan Sa’ad.  Dua anggota penting lainnya sebagai anggota Dewan Uliy 
                                                 
30 Lihat Brocklimen,  History of Islamic People  (Cet.II; London: Routledge & Kegan 
Paul, 1997), h.78. 
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al-Amr,  Thalha dan Zubair,  turut berbai’at tetapi hanya setengah hati,  dan 
akhirnya berbalik memasuki Ali dalam suatu peperangan.  Bersama dengan 
tokoh-tokoh lainnya, mereka dendam dan menuduh Ali sebagai dalang 
pembunuhan Usman bin Affan dan menuntut pertanggungjawaban atas hal itu.
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Naiknya Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah sangat berbeda  dengan 
khalifah-khalifah sebelumnya.  Para Khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib 
ditunjuk melalui proses pencalonan, kemudian dibai’at oleh Rakyat secara luas, 
sementara Ali sendiri justeru sebaliknya, langsung dibai’at oleh rakyat tanpa 
persetujuan  dari tokoh-tokoh penting yang ada dalam Dewan Uliy al-Amr.  
Akan tetapi apapun kejadiannya, semua mencerminkan proses demokrasi, dalam 
arti terpilih atas kehendak dan aspirasi rakyat banyak.  Semua menunjukkan 
keterlibatan masyarakat umum, bahkan hasilnya ditentukan dengan suara  
terbanyak sebagai  prototive sistem voting (perhitungan suara) dalam demokrasi 
modern, atau musyawarah dalam konsepsi al-Qur’an. 
Kenyataan ini menunjukkan bahwa kedaulatan Tuhan, telah diterjemahkan 
menjadi kedaulatan manusia/rakyat dalam wujud pemerintahan hasil musyawarah 
dan bai’at, sehingga ajaran-ajaran Tuhan tentang negara dan pemerintahan 
terlaksana dan menyejarah dalam kehidupan kemanusiaan. Dalam pada itu, 
pendapat bahwa Islam tidak mengenal demokrasi, dan hanya mengenal 




C. Urgensi Musya>warah dalam al-Qur’an   
1. Tujuan  Musya>warah dalam al-Qur’an 
                                                 
31 Lihat Brockelimen, ibid.,  h.74. 
32 Lihat Prof.Dr. Hamka Haq, M.A.,  op. cit.,  h.251-267. 
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Tujuan  Musya>warah dalam al-Qur’an, antara lain, adalah: 
a.   Dalam QS al-Baqarah/2:233, ditegaskan bahwa salah satu tujuan yang ingin 
dicapai sehingga dalam kehidupan keluarga perlu dibudayakan musyawarah 
adalah agar anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan 
perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap 
diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris pun 
berkewajiban demikian,  yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang 
anak,  agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu 
dengan baik. Pada sisi lain, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya 
yang meninggal, digunakan antara lain juga untuk biaya penyusuan, bahkan 
makan dan minum Ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat, 
bahwa yang dimaksud dengan para waris  adalah para ibu yang menyusui itu. 
Betapapun, ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan 
pemeliharaan anak, yang nantinya diharapkan terciptanya suatu keluarga 
sakinah (harmonis, sejahtera, bahagia dunia, dan selamat kelak di akhirat). 
b. Sedangkan dalam QS A<lu ’Imra>n/3:159, ditegaskan bahwa salah satu tujuan 
yang ingin dicapai Untuk kemaslahatan manusia bersama baik dalam 
kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 
terpenuhinya hak-hak asasi manusia secara adil, baik di bidang ekonomi, 
sosial-kultural, politik, dan kepastian hukum. 
Hal tersebut di atas dapat dipahami dari QS al-Syu>ra’/42:39-40, 
 َوٱ َنيِذَّل  ُُمَهباََغأ َٰٓاَِذإٱ ُيَۡيبۡل  َنوُرَِصتَني ُۡمه٨١  ْاُؤ
َٰٓ  َزَجَو  َافَع ۡنََمف َۡۖاُهلۡث ِّم َٞةئِّيَس ٖةَئِّيَس
 ُهُرَۡجَأف ََحلَۡغأَوۥ  َىلَعٱ  ِ َّلل  ُهَِّنإۥ  ُّبُِحي َلَٱ َنيِِمل
 َّظل ٢١  
Dan ( bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim 
mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang 
serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas 
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(tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang 
zalim. 
Pada ayat sebelumnya, yakni ayat ke-37-38, telah dinyatakan bahwa 
dada mereka demikian lapang sehingga ia mampu memaafkan kepada siapa 
yang bersalah, bahkan memusyawarahkannya dengan mereka demi 
terwujudnya kemaslahatan dan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat 
banyak. Anjuran memaafkan dan berbuat baik pada mereka, adalah dengan 
tujuan agar tidak terjadi  pelampauan batas atau penempatan sesuatu bukan 
pada tempatnya secara proporsional, karena sesungguhnya Allah tidak akan 
melimpahkan rahmatnya  terhadap orang-orang yang zalim dan tidak 
mampu berlaku adil di antara mereka, hingga mereka melanggar hak-hak 
pihak lain, demi tegaknya keadilan hukum di tengah-tengah mereka.
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Menurut Ibn al-‘Arabi, tujuan musyawarah perspektif al-Qur’an adalah 
untuk  suatu perkara penting, agar masing-masing pihak meminta pendapat 
yang lain, serta mengeluarkan apa saja yang ada dalam dirinya, sehingga ia 
merasa lapang dan dapat menghasilkan satu pendapat yang disepakati 
bersama. Bahkan ada kalangan berpendapat bahwa tujuan musyawarah 
adalah untuk mengontrol  dan mengawasi persoalan-persoalan yang 
dihadapi dalam masyarakat, sehingga dapat didudukkan secara proporsional 
dan melahirkan kemaslahatan bersama. 
Menurut Ibn ‘A<syur, dari ketiga ayat yang terangkum dalam al-
Qur’an tentang musyawarah, terungkap bahwa tujuan musyawarah 
perspektif al-Qur’an, adalah untuk membatasi setiap individu agar tidak 
berlaku sewenang-wenang terhadap yang lain dalam masyarakat, termasuk 
membatasi pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap 
                                                 
33 Lihat Tafsir al-Mishba>h, op. cit.,  Juz XII, h.510. 
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masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya, serta dapat menegakkan 
keadilan hukum terhadap masyarakat.
34
 Musyawarah mengedepankan 
kemaslahatan umat melalui hasil kesepakatan dalam form musyawarah dari 
berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. 
c. Sementara dalam QS al-Syu>ra’/42:38, ditegaskan bahwa salah satu tujuan 
yang ingin dicapai dalam kehidupan bernegara adalah lahirnya komunitas 
bangsa yang tawa>d}u’ dan khusyu’ hanya kepada Allah, dan  semua  urusan  
yang berkaitan dengan masyarakat,  maka adalah musyawarah antara 
mereka,  yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di 
antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya,  
dan   di samping itu  mereka juga  dari sebagian rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka,  baik harta maupun selainnya,  mereka  
senantiasa  nafkahkan  secara tulus serta bersinambung, baik nafkah wajib 
maupun nafkah sunnah. 
 
2.  Manfaat Musya>warah dalam al-Qur’an. 
Dari tiga ayat yang mencantumkan term  musyawarah dengan segala 
bentuk derivasinya, yakni: QS al-Baqarah/2:233; QS A<li ‘Imra>n/3:159; dan QS 
al-Syu>ra’/42:38; dapat dieksplorasi manfaat-manfaat yang memungkinkan 
dipahami di dalamnya, seperti berikut ini. 
a. Membentuk manusia berkarakter terutama para pemimpin. Hal ini dipahami 
karena dalam ayat-ayat tentang musyawarah ditegaskan bahwa orang-orang 
yang terlibat di dalamnya  harus menghindari tutur kata yang kasar, serta 
                                                 
34 Ibn 'A<syur, al-Syaikh Muh}ammad al-T{a>hir (1912 M), Tafsi>r al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, 
Jilid I;  (Tu>nis: Da>r Suh}nu>n, 1997), h.210. 
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sikap keras kepala, karena jika tidak, mitra bicara akan bertebaran pergi.  
Selain itu, ia juga bersifat pemaaf dan senantiasa membuka lembaran baru. 
Memaafkan berarti menghapus bekas luka di hati akibat perlakuan pihak lain 
yang dinilai tidak wajar. Hal itu perlu, karena  tiada musyawarah tanpa pihak 
lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya bias hadir bersamaan dengan sirnanya 
kekeruhan hati. Orang yang bermusyawarah harus menyiapkan mental untuk 
selalu bersedia memberi maaf. Karena mungkin saja ketika bermusyawarah 
terjadi perbedaan pendapat, atau keluar kalimat-kalimat yang bisa 
menyinggung pihak lain. Dan bila hal itu masuk ke dalam hati, akan 
mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi akan mengubah musyawarah menjadi 
pertengkaran. Itulah kandungan pesan “fa’fu ‘anhum”.  
b. Mencetak manusia-manusia yang sedapat mungkin memperoleh “indera 
keenam”. Orang yang melakukan musyawarah harus menyadari bahwa 
kecerahan atau ketajaman analisis saja,  tidaklah cukup, William James, 
Filosof Amerika kenamaan menegaskan: “Akal memang mengagumkan. Ia 
mampu membatalkan suatu argument dengan argument lain. Hal ini akan 
dapat mengantarkan kita kepada keraguan yang mengguncangkan etika dan 
nilai-nilai hidup kita”. Jika demkian, kita masih membutuhkan “sesuatu” di 
samping “akal”. Terserah Anda, apa nama “sesuatu” itu.  Namailah “indera 
keenam”  sebagaimana filosof dan psikolog  menamainya, atau “bisikan atau 
gerak hati”, seperti kata orang kebanyakan, atau “ilham, hidayat, atau firasat” 
menurut nama yang diberikan agamawan Tidak jelas cara kerja “sesuatu” itu, 
karena datangnya sekejap, sekadar untuk mencampakkan informasi yang 
diduga “kebetulan” oleh sebagian orang dan kepergiannya pun tanpa izin 
orang yang dikunjungi. Biasanya “sesuatu” itu mengunjungi orang-orang yang 
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jiwanya dihiasi kesucian, karena Allah tidak akan memberi hidayah kepada 
orang yang berlaku aniaya (QS al-Baqarah/2:258), kafir (QS  al-
Baqarah/2:264), bergelimang dosa atau fasik (QS al-Ma>’idah/5:108),  
melampaui batas lagi pendusta (QS  al-Mukmin/40:28),  penghianat  (QS 
Yusuf/12:52), dan pembohong (QS al-Zumar/39:3). 
c.  Membangun hubungan harmonis dengan Allah swt. Untuk mencapai hasil 
yang terbaik ketika  musyawarah,  hubungan dengan Tuhan pun harus 
harmonis. Itulah sebabnya hal ketiga yang harus mengiringi musyawarah  
adalah permohonan magfirah dan ampunan Ilahi, sebagaimana  ditegaskan 
oleh pesan  QS A<li ‘Imra<n/3:159 di atas, “wa istagfirlahum”>. Lebih jauh lagi 
diperintahkan untuk bertawakkal kepada Allah setelah musyawarah 
dilaksanakan. Pesan terakhir al-Qur’an di dalam konteks musyawarah, yakni 
setelah musyawarah usai, sebagaimana penggalan QS A<li ‘Imra<n/3:159 di atas 
yang berbunyi,  “  ِاف َىلَع ۡل َّكََوَتف َتۡمَزَع اَذٱ  ِ َّلل  َِّنإٱ َ َّلل  ُّبُِحيٱ َنِيل ِّكََوتُمۡل ”., 
(Apabila telah bulat tekad, yakni setelah melaksanakan musyawarah dengan 
sempurna, maka berserah dirilah (bertawakkallah) kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri). 
Menurut Syafi’I Ma’arif, manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan 
sitem musyawarah perspektif al-Qur’an dalam kehidupan bernegara, adalah: 
a. Musyawarah pada hakekatnya salah satu bentuk dari sejumlah bentuk ibadah 
manusia kepada Allah swt. 
b. Memecahkan masalah-masalah yang terpendam dalam hati. 
c. Dalam musyawarah terdapat tukar pikiran, sehingga dengannya dapat 
melahirkan pemikiran-pemikiran baru. 
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d. Dengan musyawarah, peserta tidak akan saling menyalahkan dalam 
bertindak (karena ada rasa memiliki terhadap isi keputusan musyawarah 
tersebut dan dapat mempertanggungjawabkannya secara bersama-sama). 
e. Jika harapan dalam musyawarah tidak sesuai dengan kenyataan, bukanlah 
suatu hal yang hina.
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Di samping sejumlah manfaat di atas, manfaat lain musyawarah adalah 
untuk mengetahui sejauhmana baik dan atau buruknya suatu urusan penting. 
Keputusan yang dihasilkan dari suatu persoalan, juga akan jauh lebih produktif 







                                                 
35 Lihat Ahmad Syafi’I Ma’arif,  Islam dan Masalah Kenegaraan  (Cet.II; Jakarta: LP3ES, 
1985), h.49-50. 
36 Lihat Bahruddin,  Musyawarh dalam al-Qur’an: Suatu Kajian Tafsir Tematik (Disertasi),  
(Samata-Gowa: PPS UIN Alauddin Makassar, 2015), h.161-162. 





Musya>warah  dalam al-Qur’an, secara sederhana, merupakan tantangan 
yang diperhadapkan oleh Allah kepada manusia agar tercapai suatu tatanan 
kehidupan yang baik, bahkan yang terbaik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Oleh karena itu, prinsip-prinsip bermusyarah perspektif al-Qur‘an, 
karena dengannya diketahui kualitas syu>ra‘ seseorang kepada Allah dalam perlu 
diindahkan secara benar sesui dengan semangat al-Qur’an.  
Masalah yang lahir dari judul "Musya>warah Perspektif al-Qur‘an" adalah 
"bagaimana wawasan al-Qur'an tentang Musya>warah?" Permasalahan pokok ini 
dijabarkan dalam bentuk sub-sub masalah sebagai berikut:  
1. Esensi musya>warah yang dapat dipahami dan dirumuskan dari ungkapan-
ungkapan musya>warah dalam al-Qur'an, baik dari term-term musya>warah 
sendiri dengan segala bentuk derivasinya maupun term-term lain yang 
sepadan dan mengandung makna sama dengan musya>warah. 
2. Eksistensi musya>warah  dalam al-Qur'an. 
3. Urgensi musya>warah dalam al-Qur'an serta manfaatnya yang esensial di 
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Permasalahan-permasalahan di atas muncul, di samping karena 
musya>warah mengandung makna multi dimensional; juga karena krisis pemikiran 
moral dan akhlak dalam era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu 
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pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), yang bias-biasnya berimbas pada 
perubahan nilai-nilai spiritual dalam masyarakat, telah membuat nilai-nilai 
religius semakin merosot, rusak, dan jauh tertinggal dibandingkan dengan 
pesatnya perkembangan kehidupan fisik-material-duniawi. Pengembangan 
IPTEKS lebih mengutamakan kecerdasan intelektual daripada kecerdasan 
emosional dan kecerdasan moral-spiritual dan akhlak mulia. Bahkan dalam 
kehidupan realitas sosial, kultural, dan politik masyarakat, pemahaman tentang 
musya>warah  tidak sejalan dengan konsep-konsep musya>warah dalam al-Qur’an. 
Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan di atas, 
dipergunakan pendekatan "ilmu tafsir" dan metode "tafsi>r maud}u>’i>" serta analisis 
semantik yang komprehensif dengan teknik-teknik interpretasi sebagai berikut: 
interpretasi tekstual, interpretasi linguistik, interpretasi sosio-historis, 
interpretasi sistemik, interpretasi teleologis, interpretasi kultural, interpretasi 
filosofis, dan interpretasi ganda, dengan objek-objek yang dapat diinterpretasi 
dari al-Qur'an adalah kosakata (termasuk partikel-partikel atau huruf), frase, 
klausa, dan ayat-ayat Qur'ani. Sedangkan kerangka teoretis yang dipergunakan, 
dirumuskan berdasarkan pandangan para mufasir dengan memperhatikan 
dimensi-dimensi musyawarah yang dipermasalahkan dalam al-Qur'an, seperti 
tersebut di atas.  
Hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa al-
Qur'an mengandung konsep-konsep tentang musya>warah yang multi dimensional 
dan komprehensif. Konsep-konsep tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kata musyawarah dalam al-Qur'an dengan segala bentuk derivasinya 
digunakan sebanyak tiga kali, yakni QS al-Baqarah/2:233; QS A<lu 
‘Imra>n/3:159; dan QS al-Syu>ra’/42:38. Dari penggunaan term tersebut dalam 
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al-Qur’an, istilah musyawarah dapat secara operasional dideskripsi 
maknanya sebagai “usaha untuk  membahas secara bersama suatu 
permasalahan atau urusan masyarakat dengan jalan mengumpulkan pendapat 
berdasarkan pandangan sejumlah orang dengan tujuan mencapai keputusan 
atas penyelesaian suatu masalah, sehingga sesuatu itu menjadi jelas serta 
hasilnya baik, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Ilahi, dan 
bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin, baik 
sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”. 
2. Musyawarah diperintahkan oleh al-Qur’an sejak dini bermula dalam 
kehidupan Keluarda maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan 
negara, serta dinilai sebagai salah satu prinsip hukum dan politik untuk 
kemaslahatan umat manusia. 
3. Prinsip-prinsip musyawarah dalam al-Qur’an tidak dijelaskan  secara rinci, 
atau meletakkan secara teknisi pola dan bentuk musyawarah tertentu. Paling 
tidak, yang dapat dirumuskan dari al-Qur’an tentang musyawarah, hanyalah 
bahwa Islam menuntut adanya keterlibatan masyarakat di dalam urusan yang 
berkaitan dengan mereka, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun 
dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Perincian keterlibatan, pola,  dan 
caranya diserahkan kepada masing-masing masyarakat sesuai kondisi dan 
zaman, karena satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lain. 
Bahkan masyarakat tertentu dapat  mempunyai pandangan berbeda dari satu 
masa ke masa yang lain. Sikap al-Qur’an seperti itu, memberikan 
kesempatan kepada setiap masyarakat untuk menyesuaikan sistem syu>ra-nya 
dengan kepribadian, kebudayaan, dan kondisi sosialnya. Bahkan seharusnya 
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kebiasaan bermusyawarah, yang bermula dari keluarga sebagai unit sosial 
terkecil di dalam masyarakat akan menjadi landasan bagi terbinanya  
kebiasaan bermusyawarah dalam unit sosial yang lebih besar dan rumit, yaitu 
negara sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. 
4. Mengikat diri atau masyarakat kita dengan fatwa ulama dan pakar-pakar 
masa lampau, bahkan pendapat para sahabat Nabi saw., dalam persoalan 
syu>ra, atau pandangan dan pengalaman masyarakat lain, serta membatasi diri 
dengan istilah dan pengertian tertentu, bukanlah sesuatu yang tepat, baik 
ditinjau dari segi logika maupun pandangan agama. Memang setiap 
masyarakat di setiap masa memiliki budaya dan kondisi yang khas,  sehingga 
wajar jika masing-masing mempunyai pandangan dan jalan yang berbeda-
beda (QS  al-Ma>’idah/5:48). 
5. Perbedaan antara musyawarah dengan demokrasi adalah: a) bahwa keputusan 
jangan langsung diambil berdasar pandangan mayoritas setelah melakukan 
sekali dua kali musyawarah, tetapi hendaknya berulang-ulang hingga dicapai 
kesepakatan. Ini karena musyawarah dilaksanakan oleh orang-orang pilihan 
dan punya integritas diri, yang memiliki sifat-sifat terpuji, serta tidak 
memiliki kepentingan pribadi atau golongan dan dilaksanakan sewajarnya 
agar disepakati bersama.  Sekalipun ada di antara mereka yang tidak 
menerima keputusan, itu dapat menjadi indikasi adanya sisi-sisi yang kurang 
berkenan di hati dan pikiran orang-orang pilihan walaupun mereka minoritas, 
sehingga masih perlu dibicarakan lebih lanjut agar mencapai mufakat demi 
menemukan “madu”, atau sesuatu yang terbaik demi kepentingan 
masyarakat bersama. Di sinilah letaknya salah satu perbedaan antara 
musyawarah dalam al-Qur’an dengan demokrasi dalam makna secara umum. 
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Memang, apabila pembicaraan berlarut tanpa menemukan mufakat, dan 
tidak ada jalan lain kecuali memilih pandangan mayoritas, saat itu dapat 
dikatakan bahwa kedua pandangan masing-masing baik, tetapi yang satu 
jauh lebih baik. Di dalam kaidah agama diajarkan, “apabila terdapat dua 
pilihan yang sama-sama baik, pilihlah yang lebih banyak sisi baiknya; dan 
jika keduanya buruk, pilihlah yang paling sedikit keburukannya”; b) dari 
aspek implikasi pengangkatan pimpinan, terdapat juga perbedaan. Walaupun 
keduanya “musyawarah dan demokrasi” menetapkan bahwa pimpinan 
diangkat melalui kontrak social, namun musyawarah dalam al-Qur’an 
mengaitkannya dengan “perjanjian Ilahi”. Hal ini diisyaratkan oleh firman 
Allah swt., dalam kaitannya dengan pengangkatan Nabi Ibrahim a.s. sebagai 
ima>m, QS al-Baqarah/2:124; c) bahwa dalam demokrasi sekular, persoalan 
apa pun dapat dibahas dan diputuskan. Akan tetapi dalam musyawarah yang 
diajarkan oleh al-Qur’an, tidak dibenarkan untuk memusyawarahkan  segala 
sesuatu yang telah ada ketetapannya dari Tuhan secara tegas dan pasti dan 
tidak pula dibenarkan menetapkan hal yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip ajaran Ilahi. 
6. Urgensi musyawarah dalam al-Qur’an, antara lain, adalah untuk 
kemaslahatan manusia bersama baik dalam kehidupan berumah tangga, 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta terpenuhinya hak-hak 
manusia secara adil, baik di bidang ekonomi, sosial-kultural, politik, dan 
kepastian hukum.  
Pada sisi lain, dari tiga ayat yang mencantumkan term  musyawarah 
dengan segala bentuk derivasinya, yakni: QS al-Baqarah/2:233; QS A<li 
‘Imra>n/3:159; dan QS al-Syu>ra’/42:38; dapat dieksplorasi manfaat-manfaat 
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yang memungkinkan dipahami di dalamnya, seperti berikut ini; a) 
membentuk manusia berkarakter terutama para pemimpin. Hal ini dipahami 
karena dalam ayat-ayat tentang musyawarah ditegaskan bahwa orang-orang 
yang terlibat di dalamnya  harus menghindari tutur kata yang kasar, serta 
sikap keras kepala, karena jika tidak, mitra bicara akan bertebaran pergi.  
Selain itu, ia juga bersifat pemaaf dan senantiasa membuka lembaran baru. 
Memaafkan berarti menghapus bekas luka di hati akibat perlakuan pihak lain 
yang dinilai tidak wajar. Hal itu perlu, karena  tiada musyawarah tanpa pihak 
lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya bias hadir bersamaan dengan 
sirnanya kekeruhan hati. Orang yang bermusyawarah harus menyiapkan 
mental untuk selalu bersedia memberi maaf. Karena mungkin saja ketika 
bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar kalimat-kalimat 
yang bisa menyinggung pihak lain. Dan bila hal itu masuk ke dalam hati, 
akan mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi akan mengubah musyawarah 
menjadi pertengkaran. Itulah kandungan pesan “fa’fu ‘anhum”; b) mencetak 
manusia-manusia yang sedapat mungkin memperoleh “indera keenam”. 
Orang yang melakukan musyawarah harus menyadari bahwa kecerahan atau 
ketajaman analisis saja,  tidaklah cukup, William James, Filosof Amerika 
kenamaan menegaskan: “Akal memang mengagumkan. Ia mampu 
membatalkan suatu argument dengan argument lain. Hal ini akan dapat 
mengantarkan kita kepada keraguan yang mengguncangkan etika dan nilai-
nilai hidup kita”. Jika demkian, kita masih membutuhkan “sesuatu” di 
samping “akal”. Terserah Anda, apa nama “sesuatu” itu.  Namailah “indera 
keenam”  sebagaimana filosof dan psikolog  menamainya, atau “bisikan atau 
gerak hati”, seperti kata orang kebanyakan, atau “ilham, hidayat, atau 
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firasat” menurut nama yang diberikan agamawan Tidak jelas cara kerja 
“sesuatu” itu, karena datangnya sekejap, sekadar untuk mencampakkan 
informasi yang diduga “kebetulan” oleh sebagian orang dan kepergiannya 
pun tanpa izin orang yang dikunjungi. Biasanya “sesuatu” itu mengunjungi 
orang-orang yang jiwanya dihiasi kesucian, karena Allah tidak akan memberi 
hidayah kepada orang yang berlaku aniaya (QS al-Baqarah/2:258), kafir (QS  
al-Baqarah/2:264), bergelimang dosa atau fasik (QS al-Ma>’idah/5:108),  
melampaui batas lagi pendusta (QS  al-Mukmin/40:28),  penghianat  (QS 
Yusuf/12:52), dan pembohong (QS al-Zumar/39:3); c) membangun hubungan 
harmonis dengan Allah swt. Untuk mencapai hasil yang terbaik ketika  
musyawarah,  hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis. Itulah sebabnya 
hal ketiga yang harus mengiringi musyawarah  adalah permohonan magfirah 
dan ampunan Ilahi, sebagaimana  ditegaskan oleh pesan  QS A<li 
‘Imra<n/3:159 di atas, “wa istagfirlahum”>. Lebih jauh lagi diperintahkan 
untuk bertawakkal kepada Allah setelah musyawarah dilaksanakan. Pesan 
terakhir al-Qur’an di dalam konteks musyawarah, yakni setelah musyawarah 
usai, sebagaimana penggalan QS A<li ‘Imra<n/3:159 di atas yang berbunyi,  
“ اف َىلَع ۡل َّكََوَتف َتۡمَزَع اَذٱ هَ َّلل  ََّنإٱ َ َّلل  ُّبَُحيٱ َنَيل ِّكََوتُمۡل ”., (Apabila telah 
bulat tekad, yakni setelah melaksanakan musyawarah dengan sempurna, 
maka berserah dirilah (bertawakkallah) kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berserah diri). 
  
B. Implikasi dan Rekomendasi 
Hasil penelitian ini dapat berimplikasi dalam meningkatkan kualitas 
hidup manusia, yaitu di samping menjadi motor dan dinamisator eksisnya 
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pengetahuan dan kesadaran dalam membumikan prinsip-prinsip musya>warah 
perspektif al-Qur’an, serta rasa cinta dan sayang terhadap penerapannya, 
sehingga hidup menjadi lebih kreatif, lebih produktif, serta berkualitas dan 
bermartabat tinggi, baik  di sisi sesama manusia maupun di hadapan Allah, juga 
mampu mereduksi dari pemahaman masyarakat bahwa musya>warah  dalam al-
Qur’an adalah sama saja dengan demokrasi yang dikenal dan hidup bernegara, 
padahal enyataannya jauh berbeda, yakni yang pertama berdiri secara kokoh di 
atas fondasi nilai-nilai ketuhanan, sementara demokrasi hanya berdiri di atas 
prinsip-prinsip humanisme, yang kosong dari nilai-nilai ketuhanan. Dengan 
demikian, musya>warah  mampu mengantar manusia meraih kesejahteraan dan 
kebahagiaan hidup serta  mengangkat martabat dan kualitas hidup manusia ke 
tempat yang lebih mulia dan maju, baik fisik-material maupun moral-spiritual. 
Dalam pada itu, penelitian ini direkomendasikan terutama kepada 
pemerintah agar sedapat mungkin digunakan sebagai terapi, sekaligus sebagi 
masukan untuk peningkatan kualitas hidup berdemokrasi menuju kesejahteraan 
dan kebahagiaan hidup masyarakat, bangsa, dan negara melalui melalui 
pengelolaan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih 
(democratic/good/clean governance). Di samping itu, penelitian ini juga 
direkomendasikan kepada manusia umumnya dan umat  Islam khususnya dalam 
rangka penyadaran dan pelurusan pemahaman mereka tentang hakekat demokrasi 
yang tadinya berbeda dengan konsep-konsep musya>warah dalam al-Qur’an, serta 
sedapat mungkin bermanfaat bagi kepentingan pengembangan dunia ilmiah, 
terutama terhadap para pencinta al-Qur'an dari berbagai aspeknya, sekaligus 
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